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KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

PT PELINDO ENERGI LOGISTIK

NOMOR  SK.01.01/20/9/1/PBJH/DKTA/PPEL-22

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

(BOARD MANUAL DAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE) DEWAN KOMISARIS

o
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DAN DIREKSI PT PELINDO ENERGI LOGISTIK

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate
governance) yaitu memenuhi prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas,
pertanggungjawaban dan kewajaran serta kesesuaian dengan perkembangan bisnis,
maka dipandang perlu disusun panduan tata kelola perusahaan yang baik;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu untuk ditakukan
menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris Dengan Direksi PT Pelindo
Energi Logistik Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Board Manual Dan Code Of
Corporate Governance);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan;

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Jo.
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-06/MBU/04/2021
tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan
Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Akta Pendirian PT Pelindo Energi Logistik Nomor 02 tanggal 09 September 2014 yang
dibuat dihadapan Notaris Stephanus R.Agus Purwanto, SH., dan telah disahkan dengan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor AHU-29563.40.10.2014
tanggal 14 Oktober 2014 dan perubahan akta yang terakhir dinyatakan dalam
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham
PT Pelindo Energi Logistik Nomor 1 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris
Amanda Miza Ervariana, SH, MKn., sebagaimana fefah diterima pemberitahuan
perubahan data perseroan berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0036080 Tanggal 22 Juli 2022; )\ p \(
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KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI PT PELINDO
ENERGI LOGISTIK TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (BOARD
MANUAL DAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE).

Menetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Board Manual dan Code Of Corporate
Governance) guna mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance) di ingkungan PT Pelindo Energi Logistk sebagaimana tersebut pada Lampiran
Keputusan Bersama ini.

. Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelindo Energi Logistk berkewajiban menerapkan

panduan dimaksud secara konsisten dan konsekuen.

Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan
ditetapkan kemudian.

. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

a. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di lingkungan PT Pelindo Energi Logistik
Nomor PER.09/KP.0303/PEL-2019 tanggal 17 April 2013; dan
b. Board Manual PT Pelindo Energi Logistik Tahun 2022 tertanggal Januari 2022

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

DITETAPKAN DI : SURABAYA PADA
TANGGAL . 20 SEPTEMBER 2022

PT PELINDO ENERGI LOGISTIK

KOMISARIS UTAMA PLT. DIREKTUR UTAMA

PRASETYO @ YAN MEGA BUDIARTA * ‘l /.\



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN
KOMISARIS DENGAN DIREKSI
PT PELINDO ENERGI LOGISTIK

NOMOR:
TENTANG

PEDOMAN TATA  KELOLA PERUSAHAAN
(BOARD MANUAL DAN CODE OF
CORPORATE GOVERNANCE)

BOARD MANUAL
PT PELINDO ENERGI LOGISTIK

BABI
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (1) telah
menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan fujuan Persercan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan;

2. Ditentukan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
Pasal 114 ayat (1) bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha
Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;

3. Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi Anggaran Dasar dan
peraturan perundangan, wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme dan efisiensi, serta
mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate govemance
(selanjutnya dalam Board Manual ini disebut GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;

4. Untuk lebih memperjelas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana
termuat dalam Anggaran Dasar, dipandang perlu untuk menyusun Panduan Dewan Komisaris dan
Direksi (Board Manual);

5 Penyusunan dan pelaksanaan Board Manual merupakan salah satu bentuk komitmen dari Dewan
Komisaris dan Direksi dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG:

6. Mengingat Board Manual merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam
pelaksanaannya harus fetap mengacu dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Berbagai ketentuan rinci yang fermuat dalam Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham
yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta berbagai ketentuan hukum
lainnya yang relevan tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Board Manual ini; k f‘ £ \
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7. Prinsip ikad baik dan penuh tanggung jawab yang melekat pada jabatan Dewan Komisaris dan
Direksi adalah prinsip umum yang harus tetap dihormati oleh organ perusahaan yang bertugas
mengawasi dan mengurus perusahaan;

8. Board Manual bersifat dinamis dan akan selalu berkembang, sejalan dengan perubahan peraturan
perundang-undangan dan kebutuhan perusahaan,

MAKSUD DAN TUJUAN

Board Manual ini menjelaskan tanggung jewab, fugas, kewenangan dan hak organ utama Perusahaan,
terutama Dewan Komisaris dan Direksi, untuk mewujudkan sistem pengelolaan perusahaan secara profesional,
fransparan dan efisien. Maksud penyusunan dan pelaksanaan Board Manual adalah wujud nyata
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG diPerusahaan;

Tujuan penyusunan dan pelaksanaan Board Manual adalah mengurakan dan menjabarkan tanggung jawab,
tugas, kewenangan serta hak Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung berjalannya proses atau
hubungan kerja di antara kedua organ utama Perusahaan tersebut, serta untuk mendukung pelaksanaan
tugas Dewan Komisaris dan Direksi.

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN

Ruang Lingkup Board Manual mancakup tanggung jawab, tugas, kewenangan dan hak Dewan Komisaris dan
Direksi dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, praktik yang
telah berjalan di Perusahaan serta praktik-praktik tata kelola terbaik.

Sistematika penyajian Board Manual adalah sebagai berikut:
1. BABI : Pendahuluan.

2. BABIl : Dewan Komisaris.
3. BABIII : Direksi.

Board Manual ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan. Pengguna utama Board Manual adalah Dewan
Komisaris, Direksi, organ-organ pendukung Dewan Komisaris dan organ-organ pendukung Direksi.

DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan dan pemberlakuan Board Manual ini adalah:
1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN;

3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-03/MBU/2012 fentang Pedoman Pengangkatan
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN;

4 Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance ) pada BUMN;

5  Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-12MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
6. Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
[ Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata CaraPengangkatan dan t (_ ;:\(
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10.

1.

12.

Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-01/MBU/2009 tentang Pengaturan Cutibagi Direksi serta
Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris;

Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-08/MBU/12/2015 tentang Perjalanan Dinas KeLuar Negeri Bagi
Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;

Surat Menteri Negara BUMN No. S-375/MBU.Wk/2011 perihal Kebijakan Menteri Negara BUMN
Dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN;

Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter
Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
pada Badan Usaha Milik Negara;

Anggaran Dasar PT Pelindo Energi Logistik.

PENGERTIAN

1.

10.

1.

Anak Perusahaan adalah perusahaan yang:
a.  lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh PT Pelindo Energi Logistik; atau
b.  lebih dari 50% suara dalam RUPS-nya dikuasai oleh PT Energi Logistik; atau

c.  jalannya perusahaan, pengangkatan, pemberhenfian Direksi dan Dewan Komisaris
dikendalikan oleh PT Pelindo Energi Logistik.

Anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris
Utama;

Anggota Direksi adalah orang perorangan anggota Direksi termasuk Direkiur Utama;

Auditor Ekstenal adalah auditor independen yang melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perusahaan. Auditor eksternal di antaranya adalah Kantor Akuntan Publik (KAP);

Auditor Intemal adalah Internal Audit di lingkungan Perusahaan yang bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Utama dengan fungsi utama mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian intern yang
berjalan di Perusahaan;

Barang Tidak Bergerak atau Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai
bak melalui pembelian atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha Perusahaan
serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Perusahaan dan mempunyai masa
manfaat lebih dari satu tahun;

Benturan kepentingan adalah sifuasi atau kondisi di mana insan PT Pelindo Energi Logistk dengan
jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun
tidak sengaja untuk kepentingan fain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta
kinerja hasil keputusan tersebutmerugikan Perusahaan;

Sekretaris Perusahaan adalah fungsi yang melaksanakan tugas sebagai pejabat penghubung antara
Perusahaan dengan stakeholders Perusahaan;

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan Anggota Dewan Komisaris dan
berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board) yang bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Direksi dalam kegiatan pengurusan Perusahaan;

Direksi adalah organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan Direktur Perusahaan dan berlaku sebagai
suatu kesatuan Dewan (Board) maupun individu yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun
di luar pengadilan;

Direktur adalah anggota Direksi Perusahaan yang menunjuk kepada individu; -K 7!(( \(
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13.

15.

16.
7.

18.

18,

2.
2.

22.

2.

24,

25,

26.

27.

Good corporate governance (GCG) atau adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan
mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang- undangan dan etka
berusaha;

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris
lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendaliatau hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak secara independen;

Komite Audit adalah komite yang membantu Dewan Komisaris dalam menilai kecukupan sistem
pengendalian internal, menilai kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal
dan auditor internal, memastikan kecukupan prosedur evaluasi terhadap seluruh informasi yang
dikeluarkan Perusahaan serta tugas-tugas lain seperti yang tercantum dalam Piagam Komite Audit;

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang membantu dewan Komisarisdalam memantau,
mengevaluasi implementasi mengenai nominasi dan remunerasiserta melakukan pengawasan atas
implementasi GCG dan manajemen resiko yangberjalan di Perusahaan;

Organ utama Perusahaan adalah RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi;

Pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada Perusahaan (kecuali Anggota Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya) dengan menerima penghasilan sebagaimana
tercantum dalam daftar gaji Perusahaan;

Pemangku Kepentingan (Stakeholders) adalah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung
menerima keuntungan-keuntungan atau menanggung beban dan yang terpengaruh oleh keberadaan
Perusahaan, atau dapat mempengaruhi keputusan, kebijakan serta operasi Perusahaan yang
disebabkan oleh tindakan-tindakan Perusahaan, seperti pegawai, pelanggan, pemasok, kreditur dan
pihak lainnya yangmempunyai hubungan ekonomi langsung dengan perusahaan;

Pemegang Saham adalah pemilik Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar
Perusahaan;

Perusahaan adalah PT Pelindo Energi Logistik;

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan yang memegang kekuasaan dan
wewenang yang fidak diserahkan kepada Direksi atau DewanKomisaris;

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalah dokumen perencanaan strategis yang mencakup
rumusan mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun;

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah penjabaran dari RJPP kedalam rencana
kerja dan anggaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

Risiko merupakan adalah penyimpangan dari apa yang diharapkan baik positif maupun negafif dari
ketidakpastian capaian sasaran;

RUPS Anak Perusahaan adalah organ utama anak perusahaan yang memegang kekuasaan pada
Anak Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi Anak
Perusahaan atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan;

Sekretariat Dewan Komisaris adalah satuan fungsi di bawah Dewan Komisaris yangbertugas untuk
memberikan dukungan administratif kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;

Sekretaris Dewan Komisaris adalah individu yang diangkat oleh Dewan Komisaris, yang bertugas
menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yangberkaitan dengan seluruh kegiatan

Dewan Komisaris. y ¥
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BABII
DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat
kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan. Pengawasan, nasihat danarahan yang diberikan Dewan Komisaris
dilaksanakan dalam forum resmi dan diberikan secara tertulis. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris harus
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

A PERSYARATAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota Dewan Komisaris meliputi persyaratan formal
dan persyaratan material. Persyaratan formal merupakan persyaratan yang bersifat umum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, sedangkan persyaratan material merupakan persyaratan yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

1. Persyaratan Formal

Persyaratan formal bagi anggota Dewan Komisaris, yaitu;

a.  orang perseorangan;

b.  cakap melakukan perbuatan hukum;

¢.  fidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
d

fidak pernah menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan atau perusahaan umum dinyatakan
pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumpencalonan;

e. fidak pernah dihukum karena melakukan findak pidana yang merugikan keuangan Negara
danfatau yang berkaitan dengan sekfor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pencalonan.

2. Persyaratan Material

Persyaratan material bagi anggota Dewan Komisaris, yaitu:

a.  integritas;

b.  dedikasi;

¢.  memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu
fungsi manajemen;

d. memiiki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan di mana yangbersangkutan
dicalonkan;

e dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

f khusus bagi anggota Dewan Komisaris Independen, lerdapat persyaratan tambahan
berupa kriteria independensi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Persyaratan Lain

Persyaratan lain bagi anggota Dewan Komisaris, yaitu:
a bukan pengurus partai polifik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif.
b.  bukan calon kepala atau wakil kepala daerah dan/atau kepala atau wakil kepala daerah.

¢.  fidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang bersangkutan
selama 2 (dua) periode berturut-turut. P

d.  sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapatmanghambatt /_ N
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pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris), yang dibukfikan dengan surat
keterangan sehat dari Dokter.

bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan
suratusulan dari instansi yang bersangkutan.

Komposisi Dewan Komisaris

a
b.

para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;

Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dalam hal Dewan
Komisaris beranggotakan lebih dari 1 (satu) orang maka seorang di antaranya diangkat
sebagai Komisaris Utama;

Dewan Komisaris merupakan majelis (bersifat kolegial) dan sefiap anggota Dewan Komisaris
tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris secara
bersama;

pembagian kerja di antara anggota Dewan Komisaris diatur secara internal. Untuk kelancaran
tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat
oleh Dewan Komisaris;

apabila karena satu dan lain hal Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan
Komisaris, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi
kekosongan anggota Dewan Komisaris, Direksi mengusulkan diselenggarakannya RUPS untuk
mengangkat Dewan Komisaris baru;

kepada anggota Dewan Komisaris baru diberikan program pengenalan;

prosedur pencalonan, seleksi serta pengangkatan anggota Dewan Komisarisoleh RUPS akan
dijabarkan tersendiri dalam sebuah kebijakan kriteria seleksi dan prosedur nominasi yang
ditetapkan oleh RUPS.

Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali periode, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk
memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu;

setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh
RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1) meninggal dunia;

2)  masa jabatannya berakhir;

3)  tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4)  diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS;

5)  mengundurkan diri.

Anggota Dewan Komisaris Independen

a

Jumiah Anggota Dewan Komisaris Independen

Komposisi Dewan Komisaris perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan
pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk
dapat bertindak secara independen, dalam arfi tidak mempunyai benturan kepentingan yang
dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan krtis, baik
dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris Independen \ (L K\&
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Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Independen, selainharus memenuhi
persyaratan formal dan material serta persyaratan lain, juga harus memenuhi persyaratan
independensi sebagai berikut:

1) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau anggota Dewan
Komisaris lain di perusahaan yang bersangkutan;

2)  fidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan kin yang terafiliasi dengan perusahaan
yang bersangkutan;

3)  fidak bekerja di perusahaan yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3
(tiga) tahun terakhir;

4)  tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun fidak langsung dengan
perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan lainyang menyediakan jasa dan
produk kepada perusahaan yang bersangkutan dan afiliasinya;

5)  bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapatmenghalangi
atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara
bebas di lingkup perusahaan;

6)  memiliki kompetensi dalam bidang audit, keuangan dan akuntansi.

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan
pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi dan memberi
nasihat kepada Direksi

Dewan Komisaris menjalankan tanggung jawab dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

(%

dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalu mematuhi Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi:

3. pengawasan, nasihat dan arahan yang diberikan Dewan Komisaris dilaksanakan dalam forum resmi dan
diberikan secara tertulis;

4. dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis (bersifat kolegial) dan fidak
dapat berfindak sendiri-sendiri;

5. pengawasan fidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal
Perusahaan tidak memiliki Direksi;

6. pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-
findakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara
proakiif, mencakup semua aspek bisnis perusahaan;

1. Dewan Komisaris dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk komite
untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

TUGAS DEWAN KOMISARIS

Secara umum tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja dan target kinerja Dewan Komisaris secara periodik serta menyusun
pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman
masing-masing anggota Dewan Komisaris, selanjutnya rencana kerja tersebut disahkan oleh Dewan
Komisaris;

2. melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi atas kebijakan pengurusan Perusahaan

yang dilaksanakan Direksi, termasuk pelaksanaan rencana pengembangan Perusahaan, RJPP dan RKAP

serta perubahannya; \ {' F \
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1.

12.

13.

14,

15.

16.

18.
19.

2.

menandatangani Laporan Tahunan, dan apabila dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak
menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya;

menandatangani Laporan Manajemen Tahunan;

memantau kepatuhan Direksi atas peraturan perundangan yang berlaku;
mengawasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian intern;
mengkaji pemanfaatan teknologi informasi;

memantau dan mengevaluasi kinerja Perusahaan;

mengadakan rapat secara berkala membahas hasil pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan
perusahaan yang dilaksanakan Direksi;

jika oleh sebab apapun juga Perusahaan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan
Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari meminta diadakannya RUPS Luar Biasa guna mengisi kekosongan Direksi tersebut;

selama jabatan anggota Direksi kosong dan RUPS belum mengangkat anggota Direksi baru, Dewan
Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya sebagai pelaksana tugas anggota Direksi
dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama dengan anggota Direksi yang kosong;
melaksanakan kepentingan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang
Saham;

mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan
Auditor Eksternal;

menginformasikan kepada RUPS perihal kepemilikan saham dan/atau keluarganyapada Perusahaan
dan perusahaan lain untuk dicantumkan dalam Laporan Tahunan;

memantau efektivitas praklik GCG yang diterapkan Perusahaan, antara lain dengan mengadakan
pertemuan berkala dengan Direksi untuk membahas, merencananakan dan melaksanakan evaluasi atas
implementasi GCG;

mengkaji komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, proses nominasi Direksiserta kebijakan
evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris;

mengkaji kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta kesesuaian remunerasi dengan
kinerja Direksi dan Dewan Komisaris;

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.

Melakukan evaluasi atas hasil dari rencana kerja yang telah disusun, selanjutnya evaluasi tersebut
disahkan/ditanda tangan Dewan Komisaris.

Tata tertib Rapat Dewan Komisaris :
a. Etika Rapat :
1. Datang tepat waktu;
2. Alat komunikasi dalam keadaan silent
3. Menyiapkan buku catatan;
4, Mengikuti rapat hingga tuntas.
b. Tata penyusunan risalah rapat / Berita Acara rapat :
1. Memuat waktu dan tempat rapat;
2. Pemaparan;
3. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat baik yang mendukung maupun yang
idak mendukung (dissenting opinion).
4. Keputusan/kesimpulan rapat.
5. Risalah rapat / Berita Acara rapat disahkan oleh Dewan Komisaris.
¢. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut rapat sebelumnya dibahas pada saat rapat berikutnya
berlangsung berisi progress pelaksanaan.

d. Pembahasan atau telaah atas usulan Direksi dapat dituangkan melalui RisalahRapat / Berita \ f.

s
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Acara rapat atau Dokumen tertulis dari Dewan Komisaris.

D.  KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS
Secara umum kewenangan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:

a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;

b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak
manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate
Transfer atau BOT), Bangun Milik Serah(Build Own Transfer atau BOWT), Bangun Serah Guna (Build
Transfer Operate atau BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang
ditetapkan oleh RUPS;

c. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau panjang, kecuali pinjaman (hutang atau
piutang) yang timbul karena fransaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan
dengan ketentuan pinjaman kepadaanak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

d. menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati

8. melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlakudalam industri pada
umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

f. menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;

2. memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang
dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang,
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga
serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;

3. mengajukan usulan calon Direksi yang baru kepada RUPS;

4, dengan suara terbanyak, memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jikalau
Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau
terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. menunjuk anggota Direksi yang ada untuk menjalankan tugas anggota Direksi yang lowong dengan
kekuasaan dan wewenang yang sama, di samping tetap menjalankan tugas utamanya;

6. meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksiwajib memberikan
penjelasan;

7. menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui RUPS;

8. melakukan pemberhentian anggota Direksi untuk sementara wakiu apabila anggota Direksi yang
bersangkutan bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau terdapat indikasi
melakukan kerugian Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak untuk
Perusahaan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

9. Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris

a. Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara
formal, terdiri dari :

1) Pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris;
2) Pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler dan lain lain).

b. Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan standar waktuyang ditetapkan sejak
usulan tindakan disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris
- Direksi atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler. Tingkat kesegeraan berkisar7 hari (baik) daQ (; K \s
1



sampai dengan 14 hari (cukup).

¢. Keputusan Dewan Komisaris harus sudah dikomunikasikan kepada Direksi maksimal 7 hari sejak
disahkan/ ditandatangani.

HAK DEWAN KOMISARIS
Hak Dewan Komisaris adalah sebagai berikut

T
2,

%
4

5.
6.

&
HU
1.

memperoleh akses atas informasi Perusahaan;

meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktuterbatas atas biaya
Perusahaan, atau membentuk komite-komite sesuai kebutuhan;

untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan
Komisaris atas biaya Perusahaan;

menerima honorarium dan funjangan lain termasuk santunan purna jabatan sesuaidengan ketentuan yang
berlaku yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS;

mendapatkan fasilitas Perusahaan sesuai dengan hasil penetapan RUPS;

menerima insentif atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perusahaan
mencapai tingkat keuntungan;

melakukan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku.

BUNGAN KERJA DENGAN DIREKSI

Prinsip-prinsip Dasar

a. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola perusahaan
sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang- undangan maupun Anggaran Dasar
perusahaan;

b.  Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakanpengelolaan Perusahaan;

c. sefiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang
bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasioleh suatu mekanisme baku atau
korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;

d.  Direksi bertanggungjawab atas penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris;

e. hubungan kerja antara organ-organ pendukung Dewan Komisaris dengan organ- organ pendukung
Direksi harus disepakati terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Sistem Pengawasan dan Keseimbangan (Check and Balances)
Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, Dewan Komisaris
dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi untuk secara bersama-sama:
a merealisasikan fujuan Perusahaan berupa tercapainya kelangsungan usaha Perusahaan
dalam jangka panjang yang tercermin pada:
1) fercapainya nilai perusahaan (value of the firm) sebagaimana diharapkan oleh
Pemegang Saham;
2)  fterlaksananya dengan baik pengendalian intern dan manajemen risiko;
3)  tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi Pemegang Saham;
4)  terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar;
5 ferlaksananya suksesi kepemimpinan dan konfinuitas manajemen diseluruh jajaran

organisasi Perusahaan; \ [. /_\
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6)  terpenuhinya pelaksanaan GCG;
b.  menyepakati hal-hal di bawah ini untuk mendukung pencapaian visi dan misiserta strategi

Perusahaan:

1) sasaran usaha, strategi, rencana jangka panjang maupun rencana kerjadan anggaran
tahunan;

2)  kebijakan dalam memenuhi  ketentuan  perundang-undangan dan
Anggaran Dasar Perusahaan;

3)  kebijakan dan metode penilaian kinerja Perusahaan, unitunit dalam organisasi
Perusahaan dan karyawan;

4)  stuktur organisasi Perusahaan di fingkat eksekufif yang mampu mendukung
tercapainya sasaran usaha Perusahaan.

MEKANISME PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan antara lain dengan cara:

1. melakukan review atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Direksi, serta memberikan
tanggapan atas laporan tersebut;

2. menyelenggarakan rapat dengan Direksi;
meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu aspek di Perusahaan;

4, melakukan kunjungan ke unit kerja atau proyek tertentu berdasarkan surat perintah tugas dari
Komisaris Utama;

5. menugaskan Komite Audit atau komite Dewan Komisaris lainnya untuk melakukan tugas-tugas
pengawasan yang menjadi tugas Dewan Komisaris,

CAKUPAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS Pelaksanaan pengawasan

Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut
1. memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi
2. memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi;

3. memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnisyang diperkirakan
akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan;

4. dalam batas kewenangannya dapat memberikan tanggapan berupa saran, harapan, permasalahan dan
keluhan dari stakeholders (pengguna jasa, pemasok, kreditur dan Pegawai) yang disampaikan langsung
kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi;

memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian internal Perusahaan;

memberikan arahan tentang manajemen risiko Perusahaan;

memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan Perusahaan;

memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir bagiPegawai;
memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

10. memberkan  arahan fentang kebijakan pengadaan  barang dan jasa sera
pelaksanaannya;

11, memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan
tersebut;

12 mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturanperundang-undangan
yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga;
13, mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuaiRKAP dan/atau * r K \\\
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RIPP;

14, memberikan persetujuan atas transaksi atau findakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris
atau RUPS;

15, berdasarkan usul dari Komite Audit, dapat mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS;

16.  memastikan pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal dan Internal Audit telah dilakukan secara efekiif
serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh
Dewan Komisaris;

17, melaporkan dengan segera kepada RUPS atau Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya
kinerja Perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki
permasalahan yanag dihadapi;

18, melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan atauperusahaan patungan
dan pelaksanaannya;

19.  berperan dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak Perusahaan
perusahaan/perusahaan patungan.

PEMBIDANGAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas secara kolegial, namun agar lebih efisien dan efekfif dalam melaksanakan tugas
dilakukan pembidangan tugas di antara anggota Dewan Komisaris. Pembidangan tugas di antara Dewan
Komisaris tidak menghilangkan tanggung jawab Komisaris secara kolegial dalam pengurusan Perusahaan.

Pembidangan tugas Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Komisaris Utama membidangi perencanaan dan pengembangan, keuangan dan pendanaan,
investasi dan pengawasan pembangunan, serta sistem informasi manajemen;

2. Anggota Komisaris membidangi pemeriksaan dan kinerja operasional, hubungankemitraan dengan
pengguna jasa, serta pengusahaan dan pelayanan

3. Anggota Komisaris lainnya membidangi hukum, GCG, Organisasi dan SDM:;

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas
dan kewajibannya sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan.

Dewan Komisaris hanya dapat memiliki Komite Audit dan 1 (satu) komite lainnya dengan jumlah keanggotaan
masing-masing komite yang berasal dari luar anggota Dewan Komisaris adalah sesuai dengan kebutuhan,

Anggota komite harus memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan untuk kelancaran
pefaksanaan fugas masing-masing.

Komite Dewan Komisaris diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

Penetapan pembentukan komite-komite Dewan Komisaris dilakukan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris
dan dilaporkan kepada RUPS atau Pemegang Saham.

Masa jabatan anggota komite Dewan Komisaris yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris
Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa jabatan selama 2 (dua)
tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu,

Anggota komite Dewan Komisaris yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya
apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Dalam hal terdapat anggota Dewan
Komisaris yang menjabat sebagai ketua komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka ketua komite

Dewan Komisaris wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) k f‘

o
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hari.

Penghasilan anggota komite Dewan Komisaris ditstapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan
kemampuan Perusahaan, maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan.
Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua komite Dewan Komisaris tidak diberikan penghasilan tambahan
dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Uraian mengenai Komite Audit dan komite lain yang dapat dibentuk Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit

Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menilai kecukupan sistem
pengendalian internal, menilai kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Auditor Eksternal dan
Internal Audit, serta memastikan kecukupan prosedur evaluasi terhadap seluruh informasi yang
dikeluarkan Perusahaan.

Kebijakan umum yang terkait dengan Komite Audit adalah sebagai berikut

a. Tugas Komite Audit
Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan
bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan kewenangan Komite Audit dituangkan dalam Piagam Komite Audit. Komite Audit
bertugas untuk:

1)

2)
j)
4)
5)
6)
)
8)
9)
10)

f1)
1)

13)

membantu Dewan Komisaris untuk mengevaluasi efektivitas sistem

pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Internal
Audit;

membantu Dewan Komisaris dalam pemilihan dan pengusulan AuditorEksternal untuk
disahkan dalam RUPS;

mengevaluasi Laporan Manajemen Triwulanan, Laporan Manajemen Tahunan dan
Laporan Tahunan serta laporan-laporan lainnya yang memerlukan rekomendasi
Dewan Komisaris;

mengevaluasi Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta hasi audit yang dilaksanakan oleh Auditor
Eksternal dan Internal Audit;

menyusun laporan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi
keuangan historis tahunan oleh Auditor Eksternal pada periode sebelumnya;
memberikan rekomendasi mengenai sistem pengendalian manajemen serta
pelaksanaannya;

memastkan telah terdapat prosedur evaluasi yang memadai terhadap segala
informasi yang dikeluarkan Perusahaan;

melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Dewan
Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;

memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau hak-hal yang
disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;

menelaah laporan keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada public;

melaporkan kepada Dewan Komisaris dan melakukan penelaahan atas adanya
tuntutan hukum yang dihadapi Perusahaan;

menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan dan membuat



14)

Pedoman Kerja Komite Audit;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

b.  Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:

1)
2)

3
4
)

Menmiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerjayang cukup di
bidang pengawasan atau pemeriksaan.

Tidak memiliki kepenfingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak
negafif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.

Mampu berkomunikasi secara efekiif.
Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakangpendidikan atau
memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami
industri atau bisnis Perusahaan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris
memenuhi fanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajiban Dewan Komisaris melakukan
pemantauan, pengawasan dan penilaian atas efekfifitas pelaksanaan Nominasi dan Remunerasi.

Kebijakan umum yang terkait dengan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

a Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya
membantu Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat mandiri baik dalam
pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada
Dewan Komisaris.

Tugas dan kewenangan Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalamPiagam Komite
Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk:

1)
2)

3)

4

9)
6)

)

melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (Talent
Management System) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.
melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (Talent
Classffication) yang dilakukan oleh Direksi;

melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas (Selected Talent), unfuk menghasilkan daftar Talenta
yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS
(Nominated Talent)

melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan
kepada RUPS

melakukan evaluasi atas usulan Key Performance Indicators Individu anggota
Direksi;

menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;

menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas; \ r. A’)\
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8)  Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan
persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;

9)  Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan;

10)  memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil asesmen berkala ataspenerapan GCG
untuk memastikan efektivitas implementasi GCG yang dilaksanakan oleh organ-organ
utama (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi) serta organ-organ pendukung (Komite-
komite Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan dan
Internal Audit);

11)  memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan infrastruktur GCG Perusahaan
serta memantau pelaksanaannya, mencakup:

a) Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual);
b) Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct).

12)  Me-review rencana kerja dan laporan tentang pelaksanaan GCG sebagai bagian dari
Laporan Tahunan Perusahaan serta melaksanakan kajian tentang prakfik-prakfik
terbaik (best practices) GCG untuk dapat diimplementasikan di Perusahaan;

13)  membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa manajemen risiko Perusahaan
dijalankan secara efekif dan efisien dan memantau kebijakan pengelolaan risiko yang
ditetapkan oleh Direksi, untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi dapat dikelola
dengan baik;

14)  mengevaluasi kesesuaian realisasi capaian kinerja Perusahaan dengan rencana bisnis dan
memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan manajemen risiko serta
pelaksanaannya;

15)  menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan dan menyusun
Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi;

16)  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

b.  Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memenuhi persyaratan:

1) memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerjayang cukup
yang berhubungan dengan nominasi dan remunerasi;

2)  tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak
negalif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;

3)  memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, dan dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;

4)  mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efekif.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan
Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan beranggotakan staf Sekretariat Dewan
Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris
berasal dari luar Perusahaan.

Masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perusahaanmaksimum 3 (tiga)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi kewenangan Dewan
Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris menetapkan uraian tugas Sekretaris Dewan Komisaris.‘i {c. &(
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Anggaran seluruh kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris dibebankan kepada anggaran Perusahaan,
Sekretaris Dewan Komisaris wajib melaporkan secara tertulis perihal pelaksanaan tugasnya kepada Dewan
Komisaris. Evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan
menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Komisaris.

Kebijakan terkait dengan Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris
Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:

a. memahami sistem pengelolaan dan pengawasan Perusahaan;

b.  memilki integritas yang baik;

¢.  memahami fungsi kesekretariatan;

d. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

2. ftanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab untuk memberikan dukungan administrafif dan
kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan
Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris wajb menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik
dari pihak infernal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan
tugasnya.

3. tugas Sekretaris Dewan Komisaris Sekretaris Dewan
Komisaris memiliki tugas:
a  mempersiapkan rapat, termasuk mempersiapkan bahan rapat Dewan Komisaris;

b.  membuat risalah rapat / Berita Acara rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran
Dasar Perusahaan;

¢.  mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, suratkeluar, risalah
rapat/ Berita Acara rapat maupun dokumen lainnya;

d menyusun konsep rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
. menyusun konsep laporan-laporan Dewan Komisaris;

f melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris;

g

membantu  memastkan  bahwa Dewan Komisaris mematuhi  peraturan
perundangan serta menerapkan prinsip GCG;

h.  memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau
sewakfu-waktu apabila diminta;

I mengkoordinasikan anggota-anggota komite Dewan Komisaris, jika diperlukan dalam rangka
memperlancar tugas Dewan Komisaris;

J sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain;
k. dalam rangka tertib administrasi, Sekrstaris Dewan Komisaris wajib memastikan seluruh dokumen
penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpandengan baik;
L wajib melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.
4. Wewenang Sekretaris Dewan Komisaris
Dengan persetujuan dan penugasan dari Dewan Komisaris, maka wewenang yang diimpahkan
kepada Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a.  menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan di lingkungan Dewan Komisaris;
b.  melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat / Berita Acara rapat Dewan Komisaris, \ ﬁ‘\ﬁ
2
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dokumen-dokumen Perusahaan maupun laporan-laporan yang disampaikan Direksi dalam
rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris;

c.  meminta data atau informasi atau penjelasan yang dibutuhkan Dewan Komisaris kepada pihak-
pihak yang terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas
Dewan Komisaris;

d.  mengingatkan serta meminta penjelasan dari satuan kerja Perusahaan atau pihak terkait atas
keterlambatan penyediaan bahan-bahan atau laporan atau dokumen yang dibutuhkan oleh
Dewan Komisaris;

e.  mewakili Dewan Komisaris untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan
dan/atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang
telah ditentukan oleh Dewan Komisaris;

f. mengusulkan rencana atau program kerja Dewan Komisaris dalam kaitannyadengan fungsk-
fungsi kesekretariatan Dewan Komisaris di Perusahaan;

g mengusulkan agenda-agenda rapat Dewan Komisaris;

h.  menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris, kecuali ditetapkan lain oleh DewanKomisaris;

I menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas
tugasnya.

Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris

Kebijakan perihal penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh
Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.

b.  besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris dapat terdiri dari:
1) honorarium maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur Utama

Perusahaan;
2) fasilitas;
3)  tunjangan;

4)  tantiem atau insentif kinerja.

¢.  besaran dan jenis penghasilan staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris
dengan ketentuan total penghasilan setahun tidak lebih besar dari penghasilan organ pendukung
Dewan Komisaris,

L. PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS
Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

5

Dewan Komisaris wajib mengusulkan kepada RUPS perihal Indikator Kinerja Kunci Dewan Komisaris.
Indikator tersebut merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab dan
tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan/atau Anggaran
Dasar Perusahaan;

kinerja Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi oleh Pemegang Saham
dalam RUPS;

secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat
Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada anggota Dewan Komisaris
sejak tanggal pengangkatannya;

hasil evaluasi ferhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing

¥
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anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema
kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing
masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi
Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan
efektivitas Dewan Komisaris.

BABJII
DIREKSI

Direksi adalah organ Perusahaan yang secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Direksi dengan itikad baik dan demi kepentingan Perusahaan
akan mengelola bisnis dan urusan Perusahaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh
pihak yang berkepentingan dengan aklifitasPerusahaan.

Direksi akan bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan
dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi akan menggunakan wewenang yangdimiliki untuk kepentingan Perusahaan
semata.

A. PERSYARATAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN DIREKSI

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota Direksi meliputi persyaratan formal dan
persyaratan material. Persyaratan formal merupakan persyaratan yang bersifatumum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berfaku, sedangkan persyaratan maferial yang merupakan persyaratan yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

1. Persyaratan Formal

Direksi Perusahaan adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali

dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah mengalami salah satu dari kondisi sebagai

berikut:

a.  dinyatakan pailit

b.  menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota DewanPengawas yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

¢.  dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, danfatau yang
berkaitan dengan sektor keuangan.

2, Persyaratan Materiil

Persyaratan materiil bagi Direksi Perusahaan adalah memiliki unsur-unsur kepribadiansebagai berikut:
keahlian;

integritas;

kepemimpinan;

pengalaman;

jujur;

perilaku yang baik;

dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

@ " o e e Ton

3. Persyaratan Lain

Persyaratan lain bagi Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

a.  fidak menjabat sebagai anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta: \ pa “\\
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b.  bukan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Swasta,
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara;

¢.  fidak menjabat jabatan structural dan fungsional lainnya pada instansilembaga pemerintah pusat
dan/atau daerah;

d.  tidak menjabat dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan, pengurus partai polik dan/atau calon atau anggota legislatif danfatau calon
Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan;

e. fidak menjabat sebagai Direksi pada Perusahaan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
f. dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Perusahaan secara garis lurus maupun garis kesamping sampai derajat ketiga termasuk
hubungan yang timbul karena perkawinan;

g memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukantugasnya;

h.  sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat
pelaksanaan tugas sebagai Direksi), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari
dokter;

I membuat dan menandatangani surat pernyataan tidak berada dibawah kondisi melanggar
Persyaratan Formal Direksi Perusahaan yang dimaksud bufir A.1.dalam Bab Il ini.

Keanggotaan dan Komposisi Direksi

Keanggotaan dan komposisi Direksi Perusahaan adalah sebagar berikut:

a.  Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
Perusahaan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang di
antaranya diangkat sebagai Direktur Utama;

b.  komposisi Direksi merupakan perpaduan profesional-profesional yang memilii keahlian dan
pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan perafuran perundangan, sehingga
memungkinkan dilakukannya proses pengambilan putusan dengan tetap memperhatikan
prinsip-prinsip  profesionalisme, ~efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan
bertanggungjawab disamping tetap mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan
perundang-undangan;

¢.  pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS, di mana anggota
Direksi tersebut diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham;

d.  apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam waktu selambat-
lambatnya 30 (figa puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, diselenggarakan RUPS untuk
mengangkat anggota Direksi baru;

e.  selama ada jabatan Direksi yang lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku
jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk Dewan Komisaris
menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang
yangsama;

f kepada anggota Direksi baru diberikan program pengenalan;

g prosedur pencalonan, seleksi serta pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS akan dijabarkan
tersendiri dalam sebuah kebijakan kriteria seleksi dan prosedur nominasi yang ditetapkan oleh
RUPS.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi diatur sebagai berikut: £
a masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kaIi\ (\ \
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periode, dengan ftidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan para anggota
Direksi sewaktu-waktu;

b.  jabatan anggota Direksi akan berakhir jika:
1) meninggal dunia;
2)  masa jabatannya berakhir;
3)  dierhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

4)  fidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

¢.  seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan
secara terfulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan
Pemegang, Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya. Berakhimya jabatan anggota Direksi karena
pengunduran diri tetap memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan

d.  anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau apabila terjadi
penambahan anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi pengganti atau tambahan
anggota Direksi tersebut adalah 3 (figa) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
periode;

6. apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perusahaan lowong,
terhadap pengurusan Perusahaan maka RUPS dan Dewan Komisaris wajib memperhatian
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta
bertanggung jawab atas strategi dan pencapaian farget kinerja Perusahaan (rencana, sasaran dan tujuan
Perusahaan). Sifat dari tanggung jawab tersebut adalah tanggung renteng hingga harta pribadi Direksi yang
bersangkutan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan
Perusahaan.

TUGAS DIREKSI
Penetapan pembagian tugas anggota Direksi merupakan kewenangan RUPS. pembagian tugas dan wewenang
sefiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS untuk kemudian dapatdilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan

Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang fersebut, maka pembagian
tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi untuk menetapkannya;

Secara umum tugas Direksi adalah sebagai berikut:

1. mematuhi ketentuan-ketentuan serta memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;

2 memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tugas pokokPerusahaan;

3 menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;

4. mewakili Perusahaan secara hukum dan menjalin hubungan dengan pihak atau instansi lain;

5

merumuskan dan melaksanakan kebijakan Perusahaan sesuai dengan kebijakan umum yang
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan Dewan Komisaris;

6.  menentukan rencana jangka panjang Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan
Perusahaan;

7. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kegiatan Perusahaan dan perhitungan hasil usaha menurut
cara dan waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturandan perundangan yang berlaku.

A,
RINCIAN TUGAS DIREKSI \ ‘L “\
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Secara rinci tugas-tugas Direksi mencakup:

1.

Tugas yang Terkait Dengan RUPS

b.

- o a o

0.
h.

wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menandatangani Laporan Tahunan, dan apabila dalam hal anggota Direksi tidakmenandatangani
Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya;

menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan ManajemenTahunan;
memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa;
menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham;

memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan fentang keadaan dan jalannya
Perusahaan berupa laporan kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan baik dalam
bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporanberkala lainnya menurut cara dan waktu
yang ditentukan kepada RUPS;

meminta persefujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar;

memberikan Risalah RUPS jika diminta oleh Pemegang Saham.

Tugas yang Terkait Dengan Strategi dan Rencana Perusahaan

a

b.

c.

mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan
maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

menyiapkan RJPP dan RKAP termasuk rencana-encana lain yang berhubungan dengan
pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris
dan Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan dalam RUPS;

melaksanakan rencana bisnis secara efektif dalam pengelolaan Perusahaan.

Tugas yang Terkait Dengan Penyusunan RJPP

a

Menyusun RJPP yang sekurang-kurangnya memuat:

1) evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya;

2)  posisi Perusahaan saat ini;

3)  asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP.

penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja Rencana Jangka Panjang;

bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani RJPP yang telah disepakati dan
menyampaikannya kepada Pemegang Saham;

dalam hal terjadi perubahan faktor internal dan ekstemal Perusahaan dikarenakan ferdapat
perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi, Direksi melakukan kajian terhadap
kemungkinan revisi RIPP yang berlaku;

dalam hal diperlukan revisi RIPP, maka Direksi harus menyampaikan RJPP hasilrevisi kepada
Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan sebelum diajukan kepada RUPS untuk
mendapatkan pengesahan.

Tugas yang Terkait Dengan Penyusunan RKAP

a

Direksi menyusun RKAP yang sekurang-kurangnya memuat:
1) kinerja Perusahaan tahun berjalan;

2)  rencana kerja Perusahaan;

3)  anggaran Perusahaan;

4)  proyeksi keuangan Perusahaan; \ (L ~ M
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5  proyeksi keuangan anak perusahaan;
6)  hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.

Direksi menyerahkan RKAP kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan
sebelum diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

5. Tugas yang Terkait Dengan Penyusunan Laporan Tahunan

a

b.

menyusun Laporan Tahunan Perusahaan dan bersama dengan Dewan Komisaris
menandatangani Laporan Tahunan Perusahaan dimaksud;

menyampaikan Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham.

6.  Tugas yang Terkait Dengan Pengelolaan Manajemen Risiko

Mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten,dengan tahapan

sebagai berikut:

a. identfikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevandan berpotensi
terjadi;

b.  pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak dan probabilitas untuk
sefiap risiko yang telah teridenfifikasi;

¢ evaluasi Risiko, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen
risiko yang dilakukan di dalam Perusahaan;

d.  penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapatdilakukan untuk
menangani risiko potensial;

e.  pemantauan Risiko, yaitu proses unfuk melakukan pemantauan terhadapberbagai faktor
yang diduga dapat mengarahkan kemunculan risiko;

f pelaporan dan Pengungkapan Risiko, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen

risiko yang dilaksanakan oleh Perusahaan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak
yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Tugas yang Terkait Dengan Pengendalian Intern

menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian intern yang efektif untuk memastikan
tercapainya tujuan Perusahaan;

Sistem pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut:
1) lingkungan pengendalian internal;

2)  penetapan rencana kerja dan target-target perusahaan;
3)  identifikasi risiko;

4)  penilaian risiko;

5)  mitigasi risiko;

6)  aktivitas pengendalian;

7)  informasi dan komunikasi;

8)  monitoring.

8. Keterbukaan Informasi

a

mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perusahaan kepada pihak terkait sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku secara
tepat waktu, akurat, jelas dan obyekiif;

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan

f.

A
}“\'26



perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh
stakeholders;

Direksi harus akfif mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dan masalah material yang
dihadapi Perusahaan.

9. Hubungan Dengan Stakeholders

a. menghormati hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat olehPerusahaan dengan stakeholders;

b.  memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial;

C. memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan,
kesehatan dan keselamatan kerja;

d.  dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan
jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk pegawai, Perusahaan tidak
melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat
tubuh yang dipunyai seseorangatau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan
perundang- undangan;

. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan.

10.  Tugas dan Kewajiban Lain
Menjalankan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran
Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEWENANGAN DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut

:

Kewenangan Umum

a.
b.

menetapkan kebijakan terkait dengan kepengurusan Perusahaan;

mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi
untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakiliPerusahaan di dalam dan di luar
pengadilan;

mengafur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pegawai
Perusahaan baik sendiri sendiri maupun bersama sama atau kepada orang lain, untuk mewakili
Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;

mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji
pensiun atau jaminan hari fua dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau
jaminan hari fua dan penghasilan lainbagi pegawai yang melampaui kewajiban yang ditetapkan
peraturan perundang- undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;

mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan kebijakan kepegawaian
Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan segala findakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan
kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan
Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal
dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang- undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. \ (‘ K
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g.  mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun disertai penyertaan keuangan Perusahaan,
dengan nilai atau sampai dengan Rp 10 Milyar atau jangka waktu sampai dengan 2 (dua) tahun
atau berdasarkan batasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.

Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris

a. menerima pinjaman jangka menengah (diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (figa) tahun) dari
bank atau lembaga keuangan bukan bank atau lembaga lainsampai dengan nilai tertentu yang
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

b.  memberikan pinjaman jangka menengah yang tidak bersifat operasional sampai dengan nilai
tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

¢.  membeli atau menjual surat berharga pada pasar modallembaga keuangan lainnya sampai
dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat UmumPemegang Saham, kecuali surat
berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan membeli kembali surat
berharga yang diterbitkan Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan;

d.  mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penerimaan pinjaman jangka
menengah yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

g.  melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis sampai dengan 5
(lima) tahun;

f menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham;

g melepaskan dan menghapuskan persediaan barang mati (dead stock) sampai dengan nilai tertentu
yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

h.  mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun disertai penyertaan keuangan Perusahaan,
dengan nilai diatas Rp 10 Milyar sampai denga Rp 50 Milyar atau jangka waktu 2 (dua) tahun
sampai dengan 5 (lima) tahun atau berdasarkan batasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS;

I menyewakan asset Perusahaan yang fidak dalam bidang usaha Perusahaan, untuk jangka
waktu di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;

j menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi dari fingkatan Direksi sampai satu tingkat
dibawahnya.

Kewenangan Direksi yang Harus Mendapat Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris dan Persetujuan
dari RUPS

a  mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah atau panjang;

b.  memberikan pinjaman jangka panjang (di atas 3 (tiga) tahun) yang tidak bersifat operasional
melebihi nilai tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

¢.  menerima pinjaman jangka menengah melebihi nilai yang ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham;

d. menerima pinjaman jangka panjang (diatas 3 (tiga) tahun);

e.  memberikan pinjaman jangka menengah melebihi nilai yang ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham;

f. melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;
g.  mendiikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaanpatungan; \ F
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i melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, danpembubaran anak
perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

J mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist);
k. tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;

l melepaskan dan menghapuskan akfiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan
umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima)
tahun;

m.  menetapkan blue print organisasi Perusahaan;
n.  menetapkan dan merubah logo Perusahaan;

0. melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris
karena berakhimya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk Dewan Komisaris dalam
memberikan Keputusan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan;

p.  membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun
tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan;

¢ pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rufin untuk kegiatan

yayasan, organisasi danfatau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak
langsung dengan Perusahaan.

fi pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada
perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan
kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS;

s.  mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun disertai penyertaan keuangan Perusahaan,
dengan nilai diatas Rp 50 Milyar atau jangka waktu diatas 5 (lima) tahun atau berdasarkan batasan
lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.

4. Kewenangan Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham

a Mengalihkan kekayaan bersih Perusahaan yang terjadi dalam 1 (satu) tahun buku;

b.  Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu)transaksi atau lebih, baik yang
berkaitan satu sama lain maupun tidak.

HAK-HAK DIREKS!
Direksi memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. menerima gaji berikut fasiltas danfatau funjangan lainnya, termasuk santunan purnajabatan yang
jumlahnya ditetapkan oleh RUPS;

2. menerima insentif atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perusahaan
mencapai tingkat keuntungan.

PRINSIP PENETAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN OLEH DIREKSI
Prinsip-prinsip yang harus dipatuhi direksi dalam penetapan kebijakan pengelolaanPerusahaan:
1. Umum
a.  sefiap kebijakan pengelolaan Perusahaan harus ditetapkan dalam suatukebijakan tertulis; x {L
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b.  kebijakan tertulis tersebut ditetapkan oleh Direksi, baik dengan keputusan Direksiatau keputusan
Direktur terkait.

2. Prinsip-prinsip Kebijakan Pengelolaan Perusahaan

Dalam rangka menggunakan dan menjalankan kewenangan pengelolaan Perusahaan sehari-hari, Direksi
wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

a  dalam hal kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi secara kolegial merupakan sesuatu yang
akan mempengaruhi kinerja Perusahaan, maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan
rapat Direksi;

b. apabila anggota Direksi tidak mencapai kuorum untuk mengadakan rapat Direksi, namun harus
mengambil keputusan yang akan mempengaruhi kinerja Perusahaan, dapat ditetapkan sebuah
kebijakan yang bersifat sementara sampai diputuskan dalam rapat Direksi selanjutnya;

¢.  dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap anggota Direksi wajb
mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut
1) fttikad baik;
2)  pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
3)  pendalaman terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan pemecahan;
4)  dibuatberdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan;

5)  dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, Direksi senantiasa mempertimbangkan
kesesuaian findakan dengan rencana dan tujuan Perusahaan;

6)  pendelegasian wewenang anggota Direksi kepada karyawan atau pihak lain untuk
melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan wajib dinyatakan dalam bentuk
dokumen tertulis dan disetujui oleh Direktur Utama;

7)  bentuk-bentuk kebijakan pengurusan perusahaan seperti surat keputusan dan lain-lain,
diatur dalam dokumen Perusahaan tersendiri.

PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI

Direksi bertugas secara kolegial, namun agar lebih efisien dan efekiif dalam melaksanakan tugas dilakukan
pembidangan tugas di antara anggota Direksi. Pembidangan tugas di antara Direksi ftidak menghilangkan
tanggung jawab Direksi secara kolegial dalam pengurusan Perusahaan.

Pembidangan tugas Direksi ditetapkan oleh RUPS. Penjabaran lebih rinci dari pembidangan tugas tersebut
ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui persetujuan penetapan dan penyesuaian struktur organisasi.

1. Direktur Utama

Tanggung jawab dan tugas Direktur Utama adalah pembuat kebijakan umum perusahaan, pengambil
keputusan strategis perusahaan dan sebagai koordinator Direksi serta melaksanakan pembinaan
melalui kegiatan merencanakan, menetapkan, mengendalikan, menganalisa dan mengevaluasi serta
melaporkan kegiatanPerusahaan mengenai pengelolaan sistem manajemen Perusahaan yang baik, audit
internal terhadap semua unit kerja, assesmen risiko, penyusunan dan pelaksanaan Program
Manajemen, Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka PendekPerusahaan yang melipuf
target Perusahaan (induk maupun anak Perusahaan), hubungan kelembagaan, tata kelola
perusahaan yang baik, pembinaan anak Perusahaan, kemitraan dan bina lingkungan, pengelolaan
produk hukum dan penyelesaian permasalahan hukum, komunikasi korporasi kedalam maupun ke
luar Perusahaan.

2. Direktur Operasi dan Teknik

Tanggung jawab Direktur Operasi dan Teknik adalah melaksanakan pembinaan melalui kegiatan
merencanakan, menetapkan, mengendalikan, menganalisa, dan mengevaluasi serta melaporkan
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ORGAN PENDUKUNG DIREKSI DALAM IMPLEMENTASI GCG

kegiatan pemasaran Perusahaan, operasi dan pemeliharaan armada sesuai dengan arah dan sasaran
serta strategi bisnisPerusahaan yang telah ditetapkan dalam master plan Perusahaan, rencana jangka
pendek, menengah dan panjang Perusahaan.

Direktur Keuangan, SDM dan Umum

Tanggung jawab Direktur Keuangan, SDM dan Umum adalah melaksanakan pembinaan dalam
kegiatan merencanakan, menetapkan, mengendalikan, menganalisa, dan mengevaluasi serta
melaporkan kegiatan keuangan Perusahaan dan manajemen sumber daya manusia, sistem
kepegawaian beserta administrasi kepegawaian, pengelolaan kegiatan umum dan rumah tangga
perusahaan, penerapan dan pengembangan teknologi informasi serta pengadaan barang dan jasa,
sesual dengan arah dan sasaran serta strategi bisnis Perusahaan yang telah ditetapkan dalam master plan
Perusahaan, rencana jangka pendek, menengah dan panjang Perusahaan.

Sebagai perwujudan impelementasi GCG di Perusahaan, Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris
Perusahaan dan membentuk Internal Audit.

1.

Sekretaris Perusahaan

Dalam impelementasi GCG, fungsi Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab sebagai pejabat
penghubung Perusahaan dengan Pemegang Saham dan stakeholders,

kedudukan dan kualifikasi Sekretaris Perusahaan

)

2)

Sekretaris Perusahaan diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Utama;

Sekretaris Perusahaan harus memiliki kuaifikasi akademis, kompetensi yang memadai
agar dapat melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya.

tugas Sekretaris Perusahaan

1)
2)

3

4

5)
6)
7
8)

9

mempersiapkan penyelenggaraan RUPS;

menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan

Direksi;

mengelola dan menyimpan dokumen yang ferkait dengan kegiatan Perusahaan
meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi
dengan Dewan Komisaris dan dokumen-dokumen Perusahaan yang penting lainnya;

mencatat Daftar Khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Dewan
Komisaris dan keluarganya balk dalam Perusahan maupun afiliasinya yang
mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan
benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan;

menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perusahaan dari setiap unit kerja;

menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan
kepada stakeholders, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen

public;

memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perusahaan yang disampaikan
kepada stakeholders, baik dalam website, buletin, atau media informasi lainnya;

memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan telah mencantumkan penerapan GCG
dilingkungan Perusahaan;

mengarahkan,

menyelenggarakan

dan

mengendalikan  proses

administratif,

r
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10)

1)

12)

13)

14)

15)

Internal Audit

pemenuhan permintaan informasi (untuk Laporan Tahunan, informasi kepada investor
dan pemenuhan informasi dari lembagaotoritas) melalui media online;

mengoordinasikan penyelenggaraan shareholders relation, yang mencakup tugas-

tugas merespon permintaan informasi dari PemegangSaham dan investor;

mengoordinasikan program pembinaan hubungan dengan investor yang mencakup tugas
identifikasi target interaksi, program pendekatan ke seluruh investor dan kegiatan
lain yang terkait dengan pembinaanintensitas minat investor;

mengoordinasikan program pengembangan informasi, yang mencakup tugas
pengembangan platform informasi, pengelolaan feedback dan pengolahan informasi
strategis yang terkait dengan kegiatan lain Perusahaan;

mengkoordinasikan penyelenggaraan media komunikasi dalam penyelenggaraan
laporan berkala dan penyediaan release (disclosure), penyediaan dokumen bagi
lembaga otoritas, pengelolaan website dan kegiatan lain yang terkait dengan proses
penyajian informasi yang dibutuhkan oleh investor dan komunitas pasar modal;

memberikan rekomendasi atau advise kepada Direksi untuk hal-hal yang terkait dengan
aksi komorasi dalam merespon berbagai informasi investor dan hal-hal yang
berhubungan dengan pasar modal,

melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dan fugas fungsi Sekretaris Perusahaan
kepada Direktur Utama sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris.

Dalam impelementasi GCG, Internal Audit bertanggung jawab untuk menguji keandalan informasi yang
disampaikan Perusahaan kepada Pemegang Saham dan stakeholders.

Kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Internal Audit serta hubungan kelembagaan
antara Internal Audit dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal dituangkan dalam Piagam Internal
Audit (Internal Audit Charter) yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Head of Internal Audit dan Dewan

Komisaris.

a Kedudukan dan Kualfikasi Internal Audit

1)

2)
3)

4

Internal Audit mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin
independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit;

Internal Audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama;

Head of Internal Audit harus memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi yang memadai
(berpengalaman di bidang pengawasan) agar dapat melaksanakan tanggung jawab
dan tugasnya;

Head of Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan
rekomendasi dari Dewan Komisaris.

b.  tugas Internal Audit

1)
2)

3)

menyusun Progam Kerja Audit Tahunan (PKAT) berikut anggarannya;

memonitor pencapaian fujuan dan strategi pengawasan secara keseluruhan serta
melakukan kajian secara berkala;

mengevaluasi efekfivitas sistem pengendalian internal Perusahaan termasuk
melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan serta
melakukan asesmen terhadap sistem tersebut secara berkala;.‘ (‘ é\
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J.

4

melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh akfivitas usaha yang meliputi antara
lain bidang keuangan, sumber daya manusia dan operasional lainnya;

5 melakukan audit guna mendorong terciptanya kepafuhan baik pegawai maupun
manajemen Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6)  melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus yang mempunyai
indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan dan
kecurangan (fraud);

7)  memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi yang obyekif tentang
kegiatan yang diaudit kepada Direktur Utama dengan tembusan ke masing-masing
Direksi;

8)  memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya
peningkatan efektivitas pengendalian intern, peningkatan efisiensi, manajemen risiko dan
kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja;

9)  mendukung penerapan GCG di lingkungan Perusahaan;

10)  menyiapkan dukungan data, informasi dan analisis untuk Direksi dalam rangka
penyampaian laporan Direksi kepada Dewan Komisaris;

11)  melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasannya langsung kepada Direktur Utama
dan memberikan tembusan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Evaluasi kinerja Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. penilaian atas kinerja Direksi sepenuhnya merupakan kewenangan Pemegang Saham;

2. kinerja Direksi dan anggota Direksi akan dievaluasi oleh Pemegang Saham dalamRUPS;
3. kinerja Direksi ditentukan berdasarkan Kontrak Manajemen.

e
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CODE OF CORPORATE GOVERNANCE
PT PELINDO ENERGI LOGISTIK

BABI
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

1. Good Corporate Governance (selanjutnya disebut GCG) adalah prinsip-prinsip yangmendasari suatu
proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang- undangan dan
elika berusaha. Dengan kata lain GCG adalah komitmen, aturan main, serta praklik penyelenggaraan
bisnis secara sehat dan beretika;

2. Bahwa prinsip GCG merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam
pengelolaan dan peningkatan kinerja PT Pelindo Energi Logistik sehingga pelaksanaanya perlu lebih
dioptimalkan;

3. Penyusunan Code of Corporate Governance atau Pedoman Tata Kelola Perusahaan (selanjutnya disebut
Code of CG) adalah upaya penjabaran lebih lanjut untuk implementasi GCG. Diharapkan dengan
adanya Code of CG ini, akan tercipta suatupola kerja tata kelola insan PT Pelindo Energi Logistik
yang sesuai dengan prinsipprinsip GCG;

4. Code of CG sendiri bersifat dinamis dan selalu berkembang. Penyempurnaannya sangat tergantung
pada perubahan yang terjadi dan dihadapi oleh Perusahaan;

5. Mengingat Code of CG merupakan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar, maka dalam
pelaksanaannya harus tetap mengacu dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundang- undangan
dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai ketentuan yang lebih tinggi.
Berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham yang
ditetapkan dalam RUPS dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak
secara spesifik diuraikan dalam Code of CG ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Code of CG ini menjelaskan mekanisme hubungan kerja organ-organ utama Perusahaan
(RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi) dalam melaksanakan tugas sebagai upaya untuk mewujudkan sistem
pengelolaan perusahaan secara profesional, fransparan dan efisien sebagai wujud nyata pelaksanaan prinsip-
prinsip GCG di Perusahaan.

Tujuan penyusunan dan pelaksanaan Code of CG adalah menjelaskan dan menjabarkan pola hubungan kerja
antara Dewan Komisaris dan Direksi, untuk mendukung berjalannya mekanisme tata kelola
(governance) di antara kedua Organ Utama Perusahaan tersebut. Keberadaan Code of CG adalah sebagai
panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan mekanisme tata kelola di Perusahaan. \ /‘ 2
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RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN

Ruang Lingkup Code of CG ini mencakup prosesproses tata kelola yang melibatkan Organ- organ Utama
Perusahaan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku atau
mengikat Perusahaan.

Sistematika penyajian Board Manual adalah sebagai berikut:

1 BABI  : Pendahuluan.

2. BABIl : Pokok-pokok GCG.

3. BABIIl : Struktur Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance).
4, BABIV . Proses-proses GCG.

5  BABV . Pengelolaan Hubungan dengan Stakeholders.

b BABVI . Penutup.

Code of CG ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan. Pengguna utama Code of CG adalah Dewan Komisaris,
Direksi, Organ-organ Pendukung Dewan Komisaris dan Organ-organ Pendukung Direksi.

D.

DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan dan pemberlakuan Code of CGini adalah:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian TingkatKesehatan BUMN;
3. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan BUMN;

4. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-102/M-BUMN/2002 tentang Penyusunan RencanaJangka Panjang
BUMN;

5. Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-59/MBU/2004 tentang Kontrak ManajemenCalon Anggota
Direksi BUMN,;

6. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2006 tentang Komite Audit BagiBUMN;

7. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milk Negara;

8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-02/MBU/2010 juncto Per-06/MBU/2010 tentang Tata Cara
Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN;

9. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 juncto Per-09/MBU/2012 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN;

10.  Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN;

11, Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,;

12.  Peraturan Menteri BUMN No. Per-04/MBU/2014 juncto Per-02/MBU/2016 juncto Per- 01/MBU/2017 tentangt ~
P N




Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;

13, Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-13/MBU/9/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset
Tetap Badan Usaha Milik Negara;

14, Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata CaraPengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;

15,  Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata CaraPengangkatan
dan Pemberhentian Direksi BUMN;

16.  Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/08/2017 juncto Per-04/MBU/09/2017tentang Pedoman
Kerja Sama BUMN;

17.  Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-08/MBU/12/2015 tentang Perjalanan Dinas KeLuar Negeri Bagi
Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;

18.  Surat Wakil Menteri Negara BUMN No. S-375/MBU.Wk/2011 perihal Kebijakan MenteriNegara BUMN
Dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN;

19.  Surat Staf Ahli Bidang Tata Kelola BUMN Kementerian BUMN No. S- 41/SAM1.MBU/2011
perihal Rencana Kerja dan Anggaran, Indikator Pencapaian Kinerja dan Laporan Triwulan Bagi Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas;

20.  Anggaran Dasar PT Pelindo Energi Logistik.

PENGERTIAN

1. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang lebih dari 50% sahamnya dimilii oleh PT Pelabuhan Indonesia
Il (Persero); atau lebih dari 50% suara dalam RUPS-nya dikuasai oleh PT Pelabuhan Indonesia Il
(Persero); atau jalannya Perusahaan, pengangkatan, pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris
dikendalikan oleh PT Pelindo Energi Logistik;

2. Anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris
Utama;

Anggota Direksi adalah orang perorangan anggota Direksi termasuk Direktur Utama;
Aset adalah semua harta milik Perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
Asesmen adalah kegiatan identifikasi, penelaahan, pengkajian, evaluasi, penilaian dan rekomendasi;

Auditor Eksternal adalah auditor independen yang melakukan audit atas Laporan Keuangan atau
kegiatan operasional Perusahaan. Auditor Eksternal diantaranya adalah Kantor Akuntan Publik

(KAP);

7. Auditor Internal adalah Intemal Audit di lingkungan Perusahaan yang bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Utama dengan fungsi utama mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian infern yang
berjalan di Perusahaan;

8. Barang Tidak Bergerak atau Aset Tetap, adalah aset berwujud yang diperoleh dafam bentuk siap pakai,
baik melalui pembelian atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha Perusahaan
serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Perusahaan dan mempunyai masa
manfaat lebih dari satu tahun;

9.  Benturan kepenfingan adalah situasikondisi yang memungkinkan organ utama Perusahaan £
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12,

13.
14,

15,

16.

7.

18.

19.

2.

2.

2.

memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan
pribadi, keluarga, atau golongan, sehingga tugas yang diamanatkan fidak dapat dilakukan secara
obyekfif;

Sekretaris Perusahaan adalah fungsi yang melaksanakan tugas sebagai pejabat penghubung antara
Perusahaan dengan stakeholders Perusahaan;

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan Anggota Dewan Komisaris dan
berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board) yang bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Direksi dalam kegiatan pengurusan Perusahaan;

Direksi adalah organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan Direktur Perusahaan dan berlaku sebagai
suatu kesatuan Dewan (Board) maupun individu yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun
di luar pengadilan;

Direktur adalah anggota Direksi Perusahaan yang menunjuk kepada individu;

Dokumen/arsip Perusahaan adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima
oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perusahaan, baik tertulis di atas kertas, atau sarana
lain maupun terekam dalam media apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar;

Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat
sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut berlandaskan peraturan perundang-undangan dan
elika usaha;

Good corporate governance (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme
pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang- undangan dan etika berusaha;

Key Performance Indicator (KPI) adalah sasaran-sasaran terukur yang harus dicapai dalam pengelolaan
usaha baik finansial maupun non financial;

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau tugas dbandingkan dengan
rencana kerjanya pada masa tertentu guna mewujudkan visi dan misi Perusahaan;

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikian saham dan/atau hubungan keluarga dengananggota Dewan Komisaris lainnya,
Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak secara independen;

Komite Audit adalah komite yang membantu Dewan Komisaris dalam menilai kecukupan sistem
pengendalian internal, menilai kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Auditor Eksternal
dan Auditor Internal, memastikan kecukupan prosedur evaluasi terhadap seluruh informasi yang
dikeluarkan Perusahaan serta tugas-tugas lain seperti yang tercantum dalam Piagam Komite Audit;

Komite GCG dan/atau Manajemen Risiko adalah Komite yang membantu Dewan Komisaris dalam
memantau, mengevaluasi implementasi GCG serta melakukan pengawasan atas implementasi
manajemen risiko yang berjalan di Perusahaan;

Kontrak Manajemen adalah konfrak yang berisikan janji-anji atau pernyataan untukmemenuhi segala
target-target yang ditetapkan oleh Pemegang Saham dan diperbaharui sefiap tahun untuk disesuaikan
dengan kondisi dan perkembangan Perusahaan; \ L .
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24,

25,

26

21,

28.

29,
30.

31.

32.

33.

34,

36.

31

3.

3.

Manajemen Risiko adalah metodologi pengelolaan untuk mengendalikan risiko yang timbul dari akfivitas
pengelolaan Perusahaan;

Organ Utama Perusahaan adalah RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi:

Pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada Perusahaan (kecuali Anggota Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya) dengan menerima penghasilan sebagaimana
tercantum dalam daftar gaji Perusahaan;

Pemangku Kepentingan (Stakeholders) adalah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung
menerima keuntungan-keuntungan atau menanggung beban dan yang terpengaruh oleh keberadaan
Perusahaan, atau dapat mempengaruhi keputusan, kebijakan serta operasi Perusahaan yang
disebabkan oleh findakan-tindakan Perusahaan, seperti pegawai, pelanggan, pemasok, kreditur, dan
pihak lainnya yang mempunyai hubungan ekonomi langsung dengan Perusahaan:

Pemegang Saham adalah pemilik Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar
Perusahaan;

Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan Perusahaan yaitu
meliputi pengadaan barang jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya;

Perusahaan adalah PT Pelindo Energi Logistik;

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris serta dipimpin oleh
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang diberi kuasa;

Rapat Direksi adalah rapat yang diadakan oleh Direksi dan dipimpin oleh Direktur Utama atau
anggota Direksi yang diberi kuasa;

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan yang memegang kekuasaan dan
wewenang yang fidak diserahkan kepada Direksi atau DewanKomisaris;

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalah dokumen perencanaan strategis yang mencakup
rumusan mengenai sasaran dan fujuan yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun;

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah penjabaran dari RIPP kedalam rencana
kerja dan anggaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

Risiko merupakan adalah penyimpangan dari apa yang diharapkan bak positif maupun negafif dari
ketidakpasfian capaian sasaran;

RUPS Anak Perusahaan adalah organ utama anak perusahaan yang memegang kekuasaan pada Anak
Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang fidak diserahkan kepada Direksi Anak
Perusahaan atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan;

Sekretariat Dewan Komisaris adalah satuan fungsi di bawah Dewan Komisaris yangbertugas untuk
memberikan dukungan administratif kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;

Sekretaris Dewan Komisaris adalah individu yang diangkat oleh Dewan Komisaris, yang bertugas
menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yangberkaitan dengan seluruh kegiatan
Dewan Komisaris;

Tata Kelola Teknologi Informasi (IT governance) adalah suatu struktur dan proses yang saling berhubungan '\ V5
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serta mengarahkan dan mengendalikan teknologi informasi serta prosesnya.

BABII
POKOK-POKOK GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

TUJUAN PENERAPAN GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG akan meningkatkan citra dan kinerja Perusahaan sertameningkatkan nilai
Perusahaan bagi Pemegang Saham.

Tujuan penerapan GCG adalah;

1.

Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip- prinsip transparansi,
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan
Perusahaan;

2. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara profesional dan efisien, serta memberdayakan fungsi
dan meningkatkan kemandirian;

3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ Perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang
tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders;

5. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di Bidang kepelabuhanan.

PRINSIP-PRINSIP GCG

Prinsip-prinsip GCG yang melandasi penyusunan dan pembertakuan Code of CG ini adalahsebagai berikut:

1.

Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan
informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan kepada stakeholders.

Akuntabilitas
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ-organ Perusahaan sehingga
pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efekfif.

Responsibilitas

Kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Independensi

Keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Fairness \r ,;\\
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Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

VIS| DAN MISI PERUSAHAAN
Visi dan misi Perusahaan adalah sebagai berikut
1. Visi
Perusahaan memiliki visi:
"Menjadi penyedia jasa maritim logistik dan distribusi energi di wilayah pelabuhan Indonesia.”
2. Misi
Untuk mencapai visinya, Perusahaan memiliki misi sebagai berikut

a Memberikan layanan distribusi logistik energi yang sesuai standar manajemen mutu yang berorientasi pada
kepuasan pelanggan.

b.  Menciptakan rantai pasokan logistik energi yang efisien.
c. Mendukung keberlangsungan usaha perusahaan yang berwawasan lingkungan.

d.  Menciptakan SDM yang kompeten dan mendukung kinerja perusahaan.

BAB I
STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE)

ORGAN UTAMA

Organ Utama adalah pihak-pihak yang memegang peran utama dalam proses tata kelola Perusahaan.
Organ-organ utama Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. RUPS

Merupakan organ Perusahaan yang memegang kekuasaan terfinggi dalam Perusahaan dan
memegang kekuasaan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris. RUPS adalah representasi dari Pemegang Saham dalam berinteraksi dengan
Perusahaan.

a Jenis RUPS

1) RUPS Tahunan untuk mengesahkan RKAP yang diselenggarakan paling lambat 1 (satu)
bulan setelah periode tahun yang baru dimulai;

2)  RUPS Tahunan untuk mengesahkan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan
diselenggarakan paling lambat dalam 6 (enam) bulan setelahtahun buku berakhir;

3)  RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh
Pemegang Saham atau atas usulan Dewan Komisaris dan/atau Direksi. \ /—\
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b.  Wewenang RUPS

1)
2)

3
4
5)
6)

1)
§)

9)
10)
1)

12)
1)

menyetujui atau menolak RJPP dan RKAP;

menetapkan perhitungan alokasi laba Perusahaan untuk:

a)  dividen kepada Pemegang Saham;

b)  cadangan.

mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;

menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris;

melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun individu atas Direksidan Dewan
Komisaris;

menetapkan Auditor Eksternal untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perusahaan:

menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;

menetapkan  kebijakan  mengenai  kemungkinan  adanya  konflik
kepentingan yang terkait dengan Dewan Komisaris;

menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang bolehdirangkap oleh
seorang Dewan Komisaris;

menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang bolehdirangkap oleh
Direksi pada Anak Perusahaan;

mendelegasikan kepada Dewan Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang
anggota Direksi;

membubarkan atau melikuidasi Perusahaan;
mengalihkan kepemilikan saham Perusahaan.

¢.  Hak-hak Pemegang Saham

1)
2)

3
4

menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS;

memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) bak dari Dewan Komisaris
maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut
Perusahaan;

memperoleh pembagian laba Perusahaan (dividen);

menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi danfatau Dewan Komisaris lalai
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan
RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu sesuai dengan Anggaran Dasar,

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris meliputi keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan bertindak sebagai suatu
kesatuan Dewan (Board) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi
dalam menjalankan kegiatan Perusahaan.

Direksi

Direksi Perusahaan meliputi keseluruhan anggota Direksi maupun individubertanggung jawab penuh



atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik
di dalam maupun di luar pengadilan.

ORGAN PENDUKUNG

Organ-organ pendukung pelaksanaan proses tata kelola adalah sebagai berikut:

1.

Komite Audit

Komite Audit Dewan Komisaris dalam menilai kecukupan sistem pengendalian intern, kecukupan
pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan serta tugas-tugas lain seperti yang tercantum dalam
Piagam Komite Audit.

Komite GCG dan/atau Manajemen Risiko

Komite GCG dan/atau Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan
mengevaluasi implementasi GCG pada Perusahaan serta melakukan pengawasan atas implementasi
manajemen risiko yang berjalan di Perusahaan, melaksanakan penilaian secara berkala dan
memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan rencana mitigasi risiko.

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris adalah Individu yang diangkat oleh Dewan Komisaris, yang bertugas
menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan
Dewan Komisaris.

Internal Audit

Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan fungsiutama
mengevaluasi efektivitas pengendalian intemal yang berjalan di Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan melaksanakan tugas sebagai pejabat penghubung antaraPerusahaan
dengan stakeholders Perusahaan.

STRUKTUR TATA KELOLA DENGAN PIHAK EKSTERNAL

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan memperhatikan aspek-aspek kebijakan dan regulasi yang
dikeluarkan oleh pihak eksternal Perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh
terhadap proses tata kelola Perusahaan.

Pihak eksternal Perusahaan fersebut adalah;

L
2.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau pemerintah negara lain.

Asosiasi atau organisasi non pemerintahan,

BAB IV
PROSES~PROSES CORPORATE GOVERNANCE
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PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang merupakan kewenangan
Pemegang Saham yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan anggota Dewan Komisaris.

Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mengatur peran anggota Dewan Komisaris dalam pengangkatan dan
pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

1.

Tujuan Kebijakan

Memberi panduan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya pada proses pengangkatan dan
pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan Terkait

a  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 27 dan 29;
b.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 111 dan 112;

¢.  Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 juncto Per- 09/MBU/2012 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN,
pasal 13.

d. Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN,

8. Anggaran Dasar PT Pelindo Energi Logistik, pasal 14.
Proses Tata Kelola

Kebjakan tata kelola Perusahaan  sehubungan  dengan pengangkatan  dan
pemberhentian anggota Dewan Komisaris adalah:

a.  pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

1) persyaratan, susunan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran
Dasar Perusahaan.

2)  pengangkatan anggota Dewan Komisaris sepenuhnya merupakan kewenangan
Pemegang Saham. Kewenangan tersebut mencakup:
a)  menentukan kriteria penilaian umum calon anggota Dewan Komisaris;
b)  membentuk tim seleksi calon anggota Dewan Komisaris;

6)  Mengangkat anggota Dewan Komisaris, termasuk mengangkat Komisaris
Utama.

3)  pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui proses seleksi dan
nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran,
kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya demi
kemajuan Perusahaan;

4)  anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS;

5)  masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun dan sesudahnya
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

b.  pemberhentian Anggota Dewan Komisaris \ r_ £ S\
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b)

1)

2)

3)

4

9)

6)

)

§)

persyaratan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dari jabatan Dewan Komisaris
diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan;

anggota Dewan Komisaris dapat diberhenfikan sebelum berakhir masa jabatan,
dengan pertimbangan:

a)  fidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b)  ftidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dan/atau ketentuan
Anggaran Dasar;

¢)  terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atauNegara;

d  melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya
dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;

g)  dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.

rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir
diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis
oleh Pemegang Saham;

selama proses pemberhentian masih berjalan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;

pemberhentian sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris sebelum berakhirnya masa jabatan
harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya, dengan terlebih dahulu
memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk hadir
dan membela diri dalam RUPS;

apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka RUPS harus
dilaksanakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mengisi lowongan tersebut;

seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham,
anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal
efektif kurang dari 30 (figa puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak
menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri;

apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri
diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari
RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal
yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat
permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuanRUPS.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi yang merupakankewenangan Pemegang Saham yang
dalam pelaksanaannya dapat melibatkan anggota Dewan Komisaris danDireksi. \_ r IL‘X\(\



Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mengatur peran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengangkatan dan
pemberhentian anggota Direksi.

1. Tujuan Kebijakan

2. Kebijakan Terkait
a)  Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 15, 16 dan 17.
b)  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 94 dan105.
¢)  Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-59/MBU/2004 tentang Kontrak Manajemen Calon
Anggota Direksi BUMN.
d)  Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 juncio Per-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, pasal 5;
)  Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Direksi BUMN;
f) Anggaran Dasar PT Pelindo Energi Logistik pasal 11.
3. Proses Tata Kelola

Memberi panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan perannya pada proses pengangkatan
dan pemberhentian anggota Direksi.

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentiananggota Direksi adalah:
Pengangkatan Anggota Direksi

3)

1)

2)

3)

4

5

6)

1)
§)

persyaratan, susunan dan masa jabatan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar
Perusahaan;

pengangkatan  anggota Direksi sepenuhnya  merupakan  kewenangan
Pemegang Saham. Kewenangan tersebut mencakup:

a.  menentukan kriteria penilaian umum calon anggota Direksi;

b.  membentuk tim seleksi calon anggota Direksi;

¢.  mengangkat anggota Direksi, termasuk mengangkat Direktur Utama,

pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan
dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman,
perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya untuk mengelola Perusahaan;

calon-calon anggota Direksi yang merupakan pejabat internal Perusahaan dapat diusukan
oleh Dewan Komisaris;

pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uj kelayakan dan kepatutan. Calon-
calon yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat sebagai anggota
Direksi;

anggota Direksi diangkat oleh RUPS dengan menyebutkan mulai saat berlakunya
pengangkatan;

pengangkatan calon anggota Direksi dilakukan dengan Keputusan RUPS;

pengangkatan anggota Direksi mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelantikan atau
tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan RUPS; \ 4%
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9)  masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

10)  dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut
adalah 3 (figa) tahun.

Pemberhentian Anggota Direksi

1) persyaratan pemberhentian anggota Direksi dari jabatan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar
Perusahaan.

2)  anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu, dengan prosedur:

a)  Dewan Komisaris dengan suara terbanyak sefiap waktu berhak memberhentikan
untuk sementara waktu seorang atau lebih anggotaDireksi, jikalau mereka bertindak
bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat
alasan yang mendesak bagi Perusahaan.

b)  pemberhentian sementara sebagaimana dalam butir (a) harus diberitahukan secara
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan
tersebut;

¢)  dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara, Komisaris
diwajibkan untuk meminta diadakannya RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan
apakah anggota Direksi yang bersangkufan akan diberhentikan seterusnya atau
dikembalikan kepada kedudukannya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan
pada anggota Direksi yang diberhentikan sementara untuk hadir dan membela diri.

d)  jka RUPS Luar Biasa tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal
demi hukum.

3)  anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum berkahir masa jabatan, dengan pertimbangan:

a)  anggota Direksi yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan Anggaran
Dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan
keputusan pengadilan, atau melalaikan kewajibannya;

b)  ftidak dapat memenuhi kewajibannya yang felah disepakati dalam kontrak
manajemen;
¢) fidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

d)  tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau ketentuan
Anggaran Dasar;

e) terlbat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara;
f)  melakukan findakan yang melanggar efika dan/atau kepatutan yang seharusnya
dihormati sebagai anggota Direksi;
g)  dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.
4)  rencana pemberhentian anggota Direksi sebelum berakhir masa jabatannya, diberitahukan (‘ ;

‘i‘\ 46



5)

6)

)
§)

9)

10)

1)

12)

13)

terlebih dahulu kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh
RUPS;

keputusan pemberhentian anggota Direksi sebelum masa jabatan berakhir diambil setelah
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;

seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya denganmemberitahukan
secara terfulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan
kepada Dewan Komisaris dan DireksiPerusahaan sekurang-kurangnya 30 (figa puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya;

pemberhentian anggota Direksi sewakiu-waktu sebelum berakhimya masa jabatan harus
dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya;

anggota Direksi diberhentikan oleh RUPS dengan menyebutkan mulai saat berlakunya
pemberhentian;
anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dimintakan pertanggungjawaban dalam
RUPS, atas pelaksanaan tugasnya sejek tanggal pengangkatan sampai tanggal penetapan
pengunduran diri;

apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya
berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang
digantikannya. Ketentuan ini dapat dikecualikan bagi anggota Direksi yang baru diangkat
untuk menduduki posisi jabatan Direktur baru;

apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka dalam waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk
mengisi lowongan itu;

selama jabatan anggota Direksi lowong dan penggantinya belum ada, makasalah seorang
anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisarismenjalankan pekerjaan anggota
Drreksi yang lowong dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, di samping tetap
menjalankan tugas utamanya;

jika oleh suatu sebab Perusahaan tidak mempunyai Direksi, maka untuk sementara Dewan
Komisaris berkewajban menjalankan tugas sebagai Direksi, dalam waktu selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, Dewan Komisaris berkewajiban untuk meminta
diadakannya RUPS Luar Biasa guna mengisi lowongan tersebut.

PENETAPAN KOMPENSAS! DIREKS! DAN DEWAN KOMISARIS

Untuk mendorong dan memberikan penghargaan yang seimbang dengan tanggungjawab yang diberikan kepada
Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai dan meningkatkan target kineria Perusahaan, maka seyogyanya
pemberian penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

1. Tujuan Kebijakan

Memberikan panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengusulan dan penetapan kompensasi bagi
Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Kebijakan Terkait

a)  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 96 dan113;
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b)  Peraturan Menteri BUMN No. Per-04/MBU/2014 Juncto Per-02/MBU/2016 JunctoPer-01/MBU/2017
tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
BUMN;

¢)  Anggaran Dasar PT Pelindo Energi Logistik pasal 11 dan 14,

Proses Tata Kelola

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan penetapan kompensasi Direksi dan Dewan Komisaris

adalah:

a)  pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan kompensasi bagi Direksi dan Dewan
Komisaris;

b)  penghasilan dimaksud yang bersifat tetap mencakup gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang
bersifat tetap, yang diberikan dengan memperimbangan faktor pendapatan, akfiva, kondisi dan
kemampuan keuangan Perusahaan, serta faktor-faktor lain yang relevan;

¢)  penghasilan yang bersifat variabel mencakup faktor pencapaian target, fingkat kesehatan dan
kemampuan keuangan, serta faktor-faktor lain yang relevan;

d)  rumusan untuk menghitung penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh
Pemegang Saham;

)  penghasilan yang bersifat tetap dan variable bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
ditetapkan oleh RUPS;

f)  dalam hal perhitungan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun tertentu lebih rendah

dibandingkan dengan penghasilan tahun sebelumnya, maka gaji atau honorarium yang diberikan
adalah sama dengan gaji atau honorarium tahunsebelumnya.

d)  PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Untuk efekfivitas pelaksanaan tugas masing-masing Organ Utama, Pemegang Saham, DewanKomisaris dan Direksi
dapat mendelegasikan masing-masing kewenangan yang dimiliki,

Tujuan Kebijakan

Memberikan panduan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendelegasikankewenangan yang dimiliki.

1.

3)

b)

a)

Kebijakan Terkait

Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 juncto Per-09/MBU/2012 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, pasal 5, 12
dan 19;

Anggaran Dasar PT Pelindo Energi Logistk pasal 11 dan 17.

Proses Tata Kelola

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan pendelegasian kewenangan adalah:

Pendelegasian Kewenangan Pemegang Saham atau RUPS

Pemegang Saham atau RUPS dapat mendelegasikan wewenangnya kepada kuasa sesuai dengan

f.
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ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang
berlaku.

b)  Pendelegasian Kewenangan Dewan Komisaris

1) keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat kolegial, dengan demikian
kewenangan-kewenangan yang dimiiki oleh Dewan Komisaris tidak didelegasikan kepada
anggota Dewan Komisaris secara individu;

2)  Dewan Komisaris dapat mendelegasikan kewenangan kepada komite-komite Dewan
Komisaris;

3)  kewenangan yang diberikan Dewan Komisaris kepada komite-komite Dewan Komisaris
ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi.

¢)  Pendelegasian Kewenangan Direksi
1) pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS;

2)  pendelegasian wewenang di antara anggota Direksi dalam rangkamelaksanakan kebijakan
pengurusan Perusahaan:

a)  Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perusahaan,

b) jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang
ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi;

¢)  dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, salah seorang anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berwenangbertindak atas nama Direksi;

d)  dalam hal Direktur Utama atau Dewan Komisaris fidak melakukan penunjukan,
maka salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatan sebagai anggota
Direksi Perusahaan berwenang bertindak atas nama Direksi;

e)  jika terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang tertua dalam jabatan, maka
anggota Direksi yang tertua dalam jabatan dan usia yang berwenang bertindak atas
nama Direksi;

f)  Direksi dapat mendelegasikan wewenangnya kepada anggota Direksilainnya melalui
Surat Kuasa dan tidak menghilangkan sifat pertanggungjawabannya;

3)  Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat
seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau
kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat
kuasa.

PELAKSANAAN PROGRAM PENGENALAN

Program Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat dilaksanakan agar anggota Dewan
Komisaris dan Direksi yang baru dapat segera memahami dengan baik visi dan misi, aspek- aspek strategis serta

proses bisnis Perusahaan. \ f' (Q\
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Mengingat Program Pengenalan harus dilaksanakan dengan terorganisir dan teradministrasikan dengan baik, untuk itu
diperlukan suatu mekanisme dalam pelaksanaan Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang baru.

1.

Tujuan Kebijakan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan Program Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi.

Kebijakan Terkait

Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 juncto Per-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, pasal 43.

Proses Tata Kelola

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Program Pengenalan bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi adalah:

a)

b)

d)

e)

Program Pengenalan mengenai Perusahaan wajib diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan
Direksi yang baru pertama kali menjabat di Perusahaan;

Program Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang baru mulai dilaksanakan
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang baru tersebut
diangkat;

tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris
Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan;

Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, atau kunjungan ke
fasilitas Perusahaan. Program Pengenalan dapat juga berupa program- program lain yang disesuaikan
dengan kebutuhan Perusahaan;

materi yang diberikan pada Program Pengenalan meliputi hal- hal sebagai berikut:

1) gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja
keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi
kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategislainnya;

2)  pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance di Perusahaan;

3)  penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan
eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern serta tugasdan peran Komite Audit dan
komite-komite fain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris;

4)  penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;

5 Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasipertemuan atau kunjungan ke
fasilitas Perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan di mana
program tersebut dilaksanakan.

prosedur pelaksanaan Program Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baruadalah sebagai

berikut:

1) Komisaris Utama mengirimkan permintaan tertulis kepada Direksi untuk menyiapkan
Program Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru;

2)  Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk menugaskan Sekretaris Perusahaan untuk
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melaksanakan Program Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru;

3)  Sekretaris Perusahaan mendokumentasikan dan membuat laporan kepada Direksi perihal
pelaksanaan Program Pengenalan;

g)  prosedur pelaksanaan Program Pengenalan bagi anggota Direksi baru adalah sebagai berikut:

1) Direktur Utama menugaskan Sekretaris Perusahaan untuk melaksanakan Program
Pengenalan Direksi yang baru;

2)  Sekretaris Perusahaan mendokumentasikan dan membuat laporan kepada Direksi perihal
pelaksanaan Program Pengenalan.

h)  Anggaran pelaksanaan Program Pengenalan menjadi beban Perusahaan.
PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS

Program Peningkatan Kapabilitas merupakan salah satu program penting agar anggota DewanKomisaris dan Direksi
dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-
pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing.

1. Tujuan Kebijakan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi.

2 Kebijakan Terkait

a)  Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 juncto Per-09/MBU/2012tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, pasal 12 dan 19;

b)  Anggaran Dasar PT Pelindo Energi Logistik, pasal 11 dan 14.

3. Proses Tata Kelola

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas bagi

anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah:

a)  Program Peningkatan Kapabilitas dapat berupa keikutsertaan dalam seminar dan lokakarya,
pendidikan atau kegiatan lain yang relevan;

b)  Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan sefiap tahun bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi;

¢)  anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi
beban Perusahaan dan dimasukkan dalam RKAP;

d)  setiap anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas menyampaikan
informasi atau materi hasil pelaksanaan kegiatan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya;

8)  Sekretaris Dewan Komisaris mendokumentasikan salinan bukfi keikutsertaan anggota Dewan
Komisaris dalam kegiatan pengembangan kapabilitas, baik berupa sertifikat, piagam atau bukfi dalam
bentuk lainnya;

f)  setiap anggota Direksi yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas menyampaikan informasi
atau materi hasil pelaksanaan kegiatan kepada anggota Direksi lainnya;

g) Sekretaris Perusahaan mendokumentasikan salinan bukti keikutsertaan Direksi dalam kegiatan
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9)

pengembangan kapabilitas, baik berupa salinan serfifikat, piagam atau bukti dalam bentuk lainnya.
PENETAPAN RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP)

Konsep RJPP yang disiapkan oleh Direksi perlu mendapatkan kajian dan pendapat dari Dewan Komisaris sebelum
diajukan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan. Untuk Itu, diperlukan kebijakan yang
mengatur penyusunan RJPP.

1. Tujuan Kebijakan

Menjadi panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam penyusunan RJPP untukkemudian
disahkan oleh Pemegang Saham.

2, Kebijakan Terkait
a)  Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Millk Negara, pasal 49;

b)  Keputusan Menteri BUMN No. Kep-102/M-BUMN/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka
Panjang BUMN;

¢)  Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 juncto Per-09/MBU/2012tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, pasal 20:

d)  Anggaran Dasar PT Pelindo Energi Logistik pasal 11.

3. Proses Tata Kebola
Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan penetapan RJPP adalah;

a)  penyusunan RJPP dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas Direksi dan manajemen dalam
menggunakan sumber daya dan dana Perusahaan ke arah pencapaian hasil serta peningkatan
nilai/pertumbuhan serta produkfivitas Perusahaan dalam jangka panjang;

b)  Direksi menyiapkan rancangan RJPP dengan muatan sekurang-kurangnya terdiri dari:

f)

2)

3)

4

5)
6)

latar belakang, visi, misi, tujuan dan sasaran Perusahaan, struktur organisasi dan susunan
keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi serta perkembangan Perusahaan 5 (lima) tahun
terakhir;

kondisi Perusahaan saat ini, yang mencakup posisi persaingan disertai dengan analisis
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) dan hasil pemetaan pasar dan
produk, serta permasalahan strategis yang dihadapi.

keadaan Perusahaan yang dikehendaki di masa depan, mencakup sasaran dan target
pertumbuhan, strategi dan kebijakan manajemen, program dan rencana kerja strategis
tahunan untuk 5 (lima) tahun.

proyeksi keuangan Perusahaan mencakup asumsi yang digunakan, rencana investasi dan
sumber pendanaan, proyeksi laba rugi, proyeksi neraca dan proyeksi arus kas setiap tahun
selama 5 (lima) tahun.

kerjasama tingkat korporat yang strategis dan/atau berjangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun;

kebijakan penataan dan pengembangan Anak Perusahaan untuk 5 (lima) tahun yang akan

datang.
\FFx
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d)

e)

Penyusunan RJPP meliputi proses penetapan sasaran dan penilaian jangka panjang yang berorientasi
ke masa depan, serta pengambilan keputusan yang memetakan kondisi Perusahaan saat ini dan
keadaan yang diharapkan di masa mendatang.

Perumusan RJPP dilakukan oleh Direksi beserta jajaran manajemen Perusahaan dengan
mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up.

Proses pengesahan RJPP:

1)

2)
3)

4

5)
6)
)

8)

9

10)

1)

Direksi menyiapkan rancangan RJPP periode berikutnya dalam waktu 90 (sembilan puluh)
hari sebelum berakhimya RJPP periode sebelumnya;

seluruh anggota Direksi menandatangani rancangan RJPP;

Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada Dewan Komisaris unfuk mendapatkan
klarifikasi, masukan dan rekomendasi;

review Dewan Komisaris atas rancangan RJPP antara lain mencakup asumsi yang digunakan,
target kinerja, serta kesesuaian program pengembangan dengan visi dan misi
Perusahaan;

dalam proses reviu atas rancangan RJPP, Dewan Komisaris dapat memintaketerangan dari
Direksi serta meminta dokumen Perusahaan sebagai bahan klarifikasi;

rekomendasi dari Dewan Komisaris atas rancangan RJPP disampaikan secara tertulis serta
dibahas dalam rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi;

seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan membubuhkan
tanda tangan pada lembar persetujuan dalam rancangan RJPP;

apabila ada anggota Dewan Komisaris yang fidak ikut menandatangani rancangan RJPP,
dilampirkan alasan terfulis penyebab yang bersangkutan fidak ikut menandatangani
rancangan RJPP fersebut;

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima dari Direksi, Dewan Komisaris
menyampaikan kembali rancangan RJPP yang telah ditandatangani kepada Direksi;

paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun anggaran periode
RJPP baru, Direksi menyampaikan rancangan RJPP yang telah mendapatkan pengesahan
Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham untuk proses pengesahan;

pengesahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari
sefelah diterimanya rancangan RJPP oleh Pemegang Saham secara lengkap;

proses penyusunan dan pengesahan perubahan RJPP:

)

2)

3

4

)

perubahan RUPP dilakukan bila terdapat perubahan asumsi atau kondisi yang akan berpengaruh
secara material terhadap pencapaian visi dan misi Perusahaan;

Direksi menyusun perubahan RJPP untuk selanjutnya ditandatangani oleh seluruh anggota
Direksi sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris;

Dewan Komisaris mereviu perubahan RJPP yang dibuat Direksi sebelum disampaikan
kepada Pemegang Saham untuk mendapat pengesahan;

review Dewan Komisaris atas perubahan RJPP antara lain mencakup perubahan asumsi
yang digunakan, perubahan kondisi atau perubahan target kinerja Perusahaan:

dalam proses review atas perubahan RJPP, Dewan Komisaris dapat meminta keterangan dari
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Direksi dan meminta dokumen Perusahaan sebagai bahanklarifikasi;

6)  rekomendasi dari Dewan Komisaris atas Perubahan RJPP disampaikan secara tertulis dan
dibahas dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi;

7)  seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persefujuan dengan membubuhkan
tanda tangan pada lembar persetujuan dalam perubahan RJPP;

8)  jika salah satu anggota Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan atas perubahan RJPP,
maka dibuat penjelasan dalam lembar persetujuan tersebut,

9)  paling lambat 30 (tiga puluh} hari kalender sejak diterima dari Direksi, Dewan Komisaris
menyampaikan kembali rancangan perubahan RJPP yang telah ditandatangani kepada

Direksi;

10)  Direksi menyampaikan rancangan perubahan RJPP kepada Pemegang Saham untuk
mendapatkan pengesahan;

11)  dalam hal terjadi perubahan RJPP, maka apabila diperlukan dapatditindaklanjuti dengan
perubahan RKAP untuk menyesuaikan perubahan-
perubahan materi dalam RJPP.

PENETAPAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

Konsep RKAP yang disiapkan oleh Direksi perfu mendapatkan kajian dan pendapat dari Dewan Komisaris sebelum
diajukan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang
mengatur penyusunan RKAP.

1. Tujuan Kebijakan

Menjadi panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam penyiapan RKAP untukkemudian disahkan
oleh Pemegang Saham,

2. Kebijakan Terkait
& Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Millk Negara, pasal 50;
b.  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 63, 64 dan65;

¢.  Keputusan Menteri BUMN No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan BUMN. d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 juncto Per-09/MBU/2012
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN,
pasal 21;

d.  Surat Wakil Menteri Negara BUMN No. S-375/MBUWK/2011 perihal Kebijakan Menteri Negara
BUMN Dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN;

e.  Anggaran Dasar PT Pelindo Energi Logistik pasal 18.

3. Proses Tata Kelola

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan penyiapan dan penetapan RKAPadalah:

a  penyusunan RKAP didasarkan pada penjabaran RJPP untuk 1 (satu) tahun, mencakup berbagai
program kegiatan tahunan Perusahaan yang lebih rinci serta berlandaskan pada asas efektivitas dan
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efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
Direksi menyiapkan rancangan RKAP dengan muatan sekurang-kurangnya terdiridari:

1)
2)
3
4
5)
6)
7)
§)

asumsi dasar penyusunan RKAP (parameter yang digunakan);
evaluasi pelaksanaan RKAP sebelumnya;

rencana kerja Perusahaan;

anggaran Perusahaan;

proyeksi keuangan pokok Perusahaan;

proyeksi keuangan pokok Anak Perusahaan;

tingkat kinerja Perusahaan;

hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS,

penyusunan RKAP dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up,
dengan memperhatikan arahan Dewan Komisaris;

proses pengesahan RKAP:

f)
2)

3)

4

9)

6)

1)

§)

9)

10)

1)

seluruh anggota Direksi menandatangani rancangan RKAP;

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum awal tahun anggaran baru dimulai, Direksi
menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisarisuntuk mendapat pengesahan;

review Dewan Komisaris atas rancangan RKAP antara lain mencakup asumsi yang digunakan,
target kinerja serta kesesuaian program kerja dengan rencana pengembangan Perusahaan;

dalam proses reviu atas rancangan RKAP, Dewan Komisaris dapat meminta keterangan dari
Direksi dan meminta dokumen Perusahaan sebagai bahanklarifikasi;

rekomendasi dari Dewan Komisaris atas rancangan RKAP disampaikan secara tertulis dan
dibahas dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi;

seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan membubuhkan
tanda tangan pada lembar persetujuan dalam rancangan RKAP;

apabila ada anggota Dewan Komisaris yang fidak ikut menandatangani rancangan RKAP,
dilampirkan alasan terfulis penyebab yang bersangkutan tidak ikut menandatangani
rancangan RKAP tersebut;

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima dari Direksi Dewan Komisaris
menyampaikan kembali rancangan RKAP yang telah ditandatangani kepada Direksi;

paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun anggaran baru,
Direksi menyampaikan rancangan RKAP yang telah mendapatkan pengesahan Dewan
Komisaris kepada Pemegang Saham untuk proses pengesahan;

pengesahan RKAP dilakukan pada RUPS setelah dibahas bersama oleh Pemegang
Saham, Dewan Komisaris dan Direksi;

pengesahan RKAP ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
tahun anggaran berjalan. Dalam hal permohonan persetujuan RKAP belum memperoleh
pengesahan sampai dengan batas wakfu yang ditentukan, maka RKAP dianggap sah untuk
dilaksanakan sepanjang telah memenuhi kefenfuan mengenai bentuk, isi dan tata cara
penyusunannya.

rZ8
perubahan RKAP dapat dilakukan sefiap 6 (enam) bulan setelah realisasi pelaksanaan RKAP atau * \\
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sewaktu-wakiu apabila dimungkinkan dan dipandang mendesak akibat adanya perubahan yang
signifikan pada parameter yang mendasar dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

f. Penyusunan perubahan RKAP:

1)
2)

3
4
)
6)
1)
§)
9

10)

1)

12)

perubahan RKAP dilakukan bila terdapat perubahan rencana kerjaPerusahaan;

Direksi menyusun perubahan RKAP untuk selanjutnya ditandatangani oleh seluruh anggota
Direksi sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris;

penyerahan perubahan RKAP dari Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum tenggat waktu penyampaian perubahanRKAP ke Pemgegang Saham;
Dewan Komisaris me-review perubahan RKAP yang dibuat Direksi sebelum disampaikan
kepada Pemegang Saham untuk mendapat pengesahan:

review Dewan Komisaris atas perubahan RKAP antara lain mencakupperubahan kegiatan,
pendapatan serta perubahan realisasi biaya;

dalarn proses reviu atas perubahan RKAP, Dewan Komisaris dapat meminta keterangan dari
Direksi dan meminta dokumen Perusahaan sebagai bahan klarifikasi;

masukan atau saran dari Dewan Komisaris atas perubahan RKAP disampaikan secara tertulis
dan dibahas dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi;

seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan membubuhkan
tanda tangan pada lembar persetujuan dalam perubahan RKAP;

jika terdapat salah satu anggota Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan atas
perubahan RKAP, maka dibuat penjelasan dalam lembar persetujuan tersebut;

paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterima dari Direksi, Dewan Komisaris
menyampaikan kembali rancangan perubahan RKAP yang telah ditandatangani kepada
Direksi untuk disampaikan kepada Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan;
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengajuan perubahan RKAP yang telah
mendapat rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham, Direksi mengusulkan
diselenggarakannya RUPS untuk pengesahanperubahan RKAP:

dalam hal terjadi perubahan RJPP, maka apabila diperiukan dapatditindaklanjuti dengan
perubahan RKAP untuk menyesuaikan perubahan- perubahan materi dalam RJPP.

PERENCANAAN DEWAN KOMISARIS

Agar pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris atas pengelolaan Perusahaan
yang dilaksanakan Direksi dapat berjalan terarah, terencana dan efektif, perlu disusun rencana kerja tahunan bagi

Dewan Komisaris.

1. Tujuan Kebijakan

Memberikan panduan bagi anggota Dewan Komisaris dalam penyusunan rencana kerja Dewan

Komisaris.

2. Kebijakan Terkait
a. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 Juncto Per-09/MBU/2012 tentang\ K‘l(
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)

C.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, pasal 12;

Surat Staf Ahli Bidang Tata Kelola BUMN Kementerian BUMN No. S-41/SAM1
MBU/2011 perihal Rencana Kerja dan Anggaran, Indikator Pencapaian Kinerja danLaporan Triwulan Bagi
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;

Anggaran Dasar PT Pelindo Energi Logistik, pasal 14.

3 Proses Tata Kelola

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan perencanaan Dewan Komisaris adalah:

a.  Dewan Komisaris wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris;

b.  RKAP yang disahkan Pemegang Saham dalam RUPS mencakup rencana kerja Dewan Komisaris
untuk tahun anggaran yang bersangkutan;

c.  rencana kerja Dewan Komisaris mencakup Indikator Kinerja Dewan Komisaris yang diusulkan kepada
Pemegang Saham sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundangan
dan Anggaran Dasar;

d.  seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani usulan Indikator kinerja yang akan dimintakan
persetujuan kepada RUPS;

e.  RUPS memberikan pengesahan atas rencana kerja dan Indikator Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.

MEKANISME PENGAWASAN

Pelaksanaan mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Internal Audit dan Auditor Eksternal harus
dapat bersinergi satu sama lain untuk membantu memastikan tercapainya tujuan perusahaan. Untuk itu, diperlukan
kebijakan yang mengatur pelaksanaan mekanisme pengawasan tersebut.

1. Tujuan Kebijakan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan pengawasan, menghindari terjadinya tumpang tindih dalam
pelaksanaan pengawasan, serta menjadi acuan bagi sinkronisasi pelaksanaan pengawasan oleh Dewan
Komisaris, Internal Audit dan Auditor Ekstemal agar masing- masing organ tersebut dapat menjalankan
fungsi pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

2. Kebijakan Terkait

a
b.

C.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 31,67, 70 dan 71:
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 68, 108 dan 121;
Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2006 tentang Komite Audit BagiBUMN:

Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 juncto Per-09/MBU/2012 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, pasal 12,
18, 28 dan 31;

Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-12MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. f. Surat Wakil Menteri Negara BUMN No. S-375/MBU.Wk/2011
perihal Kebijakan Menteri Negara BUMN Dalam Pengurusandan Pengawasan BUMN;\ ﬁ\\-
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3.

f

Anggaran Dasar PT Pelindo Energi Logistik, pasal 11, 16 dan 18.

Proses Tata Kelola

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan mekanisme pengawasan adalah:

kebijakan umum

)

2)

3)
4

5)

6)

1)

Direksi bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pengendalian infernal dan memastikan
bahwa Internal Audit dan Auditor Eksternal dapat mengakses semua data dan informasi
yang relevan mengenai Perusahaan sehubungandengan pelaksanaan tugasnya;

audit dan review untuk penilaian atas efektivitas pengendalian internal dilaksanakan oleh
Internal Audit;
audit atas laporan keuangan Perusahaan dilaksanakan oleh Auditor Eksternal

segala bentuk komunikasi dan penyampaian informasi dari jajaran manajemen kepada Dewan
Komisaris dan Komite Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sepengetahuan dan seizin
Direktur Utama,

Komite Audit yang melaksanakan tugas Dewan Komisaris dalam aspek pengawasan,
melaksanakan reviu atas perencanaan, pelaksanaan kegiatandan hasil audit yang dilakukan
oleh Internal Audit maupun Auditor Eksternal;

Direksi mempunyai komitmen untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut rekomendasi
hasil audit;

Penanggung jawab unit kerja yang diaudit bertanggungjawab untuk menindakianjuti
rekomendasi hasil audit, baik hasil audit Internal Audit maupun Auditor Ekstemal.

pengawasan oleh Dewan Komisaris

1)

2)

)

pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris bersifat oversight atas aspek-aspek

strategis perusahaan dan kecukupan penyajian informasi tentang perusahaan kepada

Pemegang Saham;

pengawasan Dewan Komisaris mencakup:

a)  me-eview Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja berkala yang disampaikan
Direksi;

b)  meteview dan memberikan persetujuan atas konsep RJPP dan konsep RKAP yang
disiapkan Direksi, termasuk perubahannya;

¢)  memberikan perimbangan dan saran kepada Direksi dalam hal-halsebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar;

d)  melalui Direktur Utama, meminta konsep Program Kerja Pengawasan Tahunan
Internal Audit;

e)  memonitor tindak lanjut rekomendasi Auditor Eksternal.
mekanisme pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi dilakukanmelalui:
a)  Laporan
Laporan yang disampaikan oleh Direksi merupakan salah satu mediabagi Dewan

f
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Komisaris untuk melaksanakan pengawasan.
b)  Rapat
1. Disamping review laporan, mekanisme lain yang dilaksanakanoleh Dewan
Komisaris adalah dengan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali
sefiap triwulan;
2. Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi untuk

meminta penjelasan perihal aspek operasional
Perusahaan;

3. Rapat Dewan Komisaris merupakan media bagi Dewan Komisaris untuk
mereviu rencana kerja, realisasi anggaran dan evaluasi kinerja Perusahaan
yang telah dicapai serta berbagai permasalahan yang dihadapi termasuk
antisipasi yang dapat dilakukan;

4 dalam rapat Dewan Komisaris dimungkinkan untuk mengundang Senior
Manajer.

¢)  Pembentukan Komite Dewan Komisaris

1. bila diperlukan Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsi pengawasan
terhadap perusahaan dengan membentuk komiteatau panitia kerja khusus.
Komite atau panitia kerja tersebut bertugas membantu Dewan Komisaris
dalam melaksanakan tuges pengawasan;

2. biaya yang timbul sehubungan dengan pembentukan komite atau panitia kerja
Dewan Komisaris dibebankan kepada Anggaran Dewan Komisaris,

d  Kunjungan
Sebagai bagian dari pengawasan, Dewan Komisaris dan organ pendukungnya dapat
melaksanakan kunjungan kerja ke Cabang serta Anak Perusahaan. Dalam kegiatan

kunjungan kerja tersebut Satuan Pengawasan Intern dan/atau Sekretaris Perusahaan
berperan sebagai counterpart dari Manajemen.

¢.  Pengawasan Oleh Komite Audit

1)

2)

3)

pelaksanaan fugas Komite Audit didasarkan pada kebijakan, sasaran dan program kerja
tahunan dari Komite Audit yang disahkan oleh Dewan Komisaris;
prosedur pemilihan calon Auditor Eksternal:

a)  Komite Audit dapat dibantu oleh Internal Audit membuat Request for Proposal yang
dilampiri Kerangka Acuan Kerja sebelum dikirim kepada calon Auditor Eksternal:

b)  Komite Audit melalui panitia lelang menetapkan kandidat AuditorEkstemnal;

¢)  Komite Audit menyampaikan kandidat Auditor Eksternal yangdinominasikan dengan

memuat justifikasi dan besarnya honorarium jasa kepada Dewan Komisaris untuk
diusulkan kepada Pemegang Saham;

d  RUPS menetapkan Auditor Eksternal yang diusulkan oleh Dewan Komisaris.

komite audit melakukan kajian atas rencana, metodologi dan hasil audit yang dilaksanakan oleh 4
Internal Audit dan Auditor Eksternal untuk meyakinkan efektivitas pelaksanaan audit; -b\
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4

Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit dapat meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat
terkait lainnya atas rekomendasi hasil audit yang belum ditindaklanjuti.

Pengawasan oleh Internal Audit

1)
2)

3

4

5)

6)

)

§)

Internal Audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama;

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang
berjalan di Perusahaan;

Internal Audit diberikan kewenangan yang cukup untuk dapat mengakses dokumen dan
data ke seluruh unit kerja Perusahaan;

pelaksanaan audit oleh Internal Audit didasarkan pada kebijakan, sasaran, dan program kerja
yang dijabarkan dalam Rencana Induk Audit dan Program Kerja Audit Tahunan yang ditetapkan
oleh Direktur Utama;

dalam menjalankan fugasnya, Internal Audit berpedoman kepada kode efik, standar audt,
Piagam Internal Audit, peraturan lainnya yang berkaitan dengan Internal Audit serta senantiasa
menjunjung tinggi prinsip-prinsip objektivitas kerahasiaan, ketelitian dan kehati-hafian;

metodologi yang dikembangkan dan diterapkan dalam pelaksanaan audit harus meliputi audit
atas dasar risiko (risk based audit} pada proses bisnis Perusahaan serta kepatuhan pada
ketentuan perundangan dan standar yang berlaku;

Internal Audit bersama fungsi terkait melakukan asesmen pengendalian internal yang
hasilnya akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan rencana perbaikan proses bisnis,
metodologi dan prosedur audit,

Internal Audit melakukan pemantauan secara intensif atas pelaksanaan tindak lanjut dari femuan
hasil audit Internal Audit dan Auditor Eksternal serta melaporkan kepada Direktur Utama dan
Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala.

Pelaksanaan Audit Oleh Auditor Eksternal

1)

2)

3)

4

5)

pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal yang
ditunjuk oleh RUPS;

Auditor Eksternal yang ditetapkan RUPS harus diikat dengan kontrakiperjanjian yang memuat
hak dan kewajiban masing- masing pihak;

Auditor Eksternal melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan dansemua catatan
akuntansi serta data penunjang lainnya untuk memastikan kepatuhan, kewajaran dan
kesesuaian dengan standar akuntansi keuanganindonesia dan memberikan opini atas laporan
keuangan;

Auditor Eksternal menerbitkan Laporan Hasil Audit secara tepat wakiu sesuai dengan
kontrak/perjanjian;

Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat menunjuk Auditor Eksternal untukmelakukan audit

khusus (audit dengan tujuan tertentu). \ ‘l /"\\
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f. Pola Hubungan Komite Audit, Internal Audit dan Auditor Eksternal
1) Hubungan Kerja Komite Audit dengan Internal Audit

a)  pola hubungan kerja dan mekanisme penyampaian laporan antara Komite Audit
dengan Internal Audit harus dituangkan dalam Piagam Komite Audit dan Piagam
Internal Audit;

b)  Internal Audit menyampaikan konsep Program Kerja Pengawasan Tahunan yang
akan ditetapkan oleh Direktur Utama kepada Komite Audit;

¢)  Komite Audit melakukan kajian atas Program Kerja Pengawasan Tahunan yang
disampaikan oleh Internal Audit:

d)  Secara berkala Komite Audit dan Internal Audit melakukan rapatkoordinasi
untuk membahas efektivitas pengendalian internal, Laporan Keuangan, Laporan Hasil
Audit Internal Audit, temuan hasil audit program kerja audit dan hambatan
pelaksanaan audit.

2)  Hubungan Komite Audit dengan Auditor Eksternal

a)  Komite Audit bersama dengan Intenal Audit melakukan pembahasanatas sasaran
dan ruang lingkup audit yang akan dilakukan Auditor Eksternal dan untuk
memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;

b)  Auditor Eksternal melakukan komunikasi dengan Komite Audit perihalkemajuan audit
secara berkala, hambatan terhadap pelaksanaan audit, audit adjustment yang signifikan
dan perbedaan pendapat yang terjadi dengan pihak manajemen (jika ada);

¢)  Komite Audit bersama dengan Internal Audit melakukan pemantauan atas
pelaksanaan tugas Auditor Eksternal.

3)  Hubungan Internal Audit dengan Auditor Eksternal

a)  internal Audit bersama dengan Komite Audit melakukan pembahasanatas sasaran
dan ruang lingkup audit yang akan dilakukan Auditor Eksternal dan untuk
memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;

b) Internal Audit melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Auditor
Ekstemal;

¢) Intemal Audit bersama dengan Komite Audit melakukan pemantauan atas
pelaksanaan tugas Auditor Eksternal.

g.  Pola Hubungan Komite Dewan Komisaris Lainnya dengan Jajaran Manajemen
1) Hubungan Kerja Komite Dewan Komisaris dengan jajaran manajemen Perusahaan:

a)  Pola hubungan dan mekanisme penyampaian laporan antara komite-komite Dewan
Komisaris lainnya dengan jajaran manajemen harus dituangkan dalam piagam
komite yang bersangkutan;

b)  Unit kerja Perusahaan yang terkait dengan tugas komite Dewan Komisaris
menyampaikan dokumen yang diperlukan oleh Komite Dewan Komisaris lainnya A
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melalui Direktur Utama.

2)  Secara berkala Komite Dewan Komisaris melakukan rapat dengan unit-unitkerja Perusahaan
yang terkait dengan bidang tugas Komite Dewan Komisaris yang bersangkutan.

3)  Undangan rapat disampaikan oleh Komite Dewan Komisaris melalui Direktur Utama.

PELAKSANAAN RAPAT

Rapat merupakan salah satu mekanisme bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Rapat
juga merupakan salah satu mekanisme bagi Direksi dalam dalam pengelolaan perusahaan. Untuk itu, diperlukan
kebijakan yang mengatur pelaksanaan mekanisme rapat tersebut.

1. Tujuan Kebijakan

Memberikan panduan atas mekanisme pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan
dihadiri Direksi, serta rapat Direksi.

2. Kebijakan Terkait

a.  Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 14 dan 26:
b.  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 76, 77,78, 79, 82, 87

dan 90;

¢.  Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 juncto Per-09/MBUR012 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, pasal 6, 14

dan 24;

d. Surat Wakil Menteri Negara BUMN No. S-375/MBU.Wk/2011 perihal Kebijakan Menteri Negara
BUMN Dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN;

e.  Anggaran Dasar PT Pelindo Energi Logistik, pasal 12, 17 dan 21,

3 Proses Tata Kelola

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan RUPS, rapat DewanKomisaris, rapat
gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta rapat Direksi adalah:

a  RUPS

1) persiapan rapat:

a)  pemanggilan untuk RUPS Tahunan disampaikan kepada Pemegang Saham paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum acara RUPS dilaksanakan. Surat atau media
pemanggilan harus mencakup informasi mengenai:

1.
2

3.
4

agenda RUPS;

materi, usulan, dan penjelasan lain yang berkaitan dengan agenda acara
RUPS:;

hari, tanggal dan jam diadakannya RUPS;
Tempat pelaksanaan RUPS,

b)  tempat pelaksanaan RUPS adalah di lokasi tempat beroperasinya Perusahaan atax‘



di tempat lain di wilayah Republik Indonesia;

¢)  fidak perlu dilakukan pemanggilan tertulis untuk RUPS Luar Biasa jika semua peserta
RUPSLB sudah mengetahui, menyetujui dan menyatakan dapat hadir.

2)  pelaksanaan rapat

a)  RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham atau yang diberi kuasa dengan hak substitusi
oleh Pemegang Saham;

b)  RUPS diawali dengan pembacaan tata tertb RUPS:
¢)  RUPS membahas masalah yang telah ditetapkan dalam agenda RUPS;
d)  agenda tambahan RUPS dapat dibahas jika disetujui oleh RUPS.

3)  pengambilan keputusan:

a)  pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan melalui prosedur yang
transparan dan adil;

b)  keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah unfuk mufakat sesuai dengan
peraturan perundang- undangan yang berlaku;

¢)  dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat fidak tercapai,
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlahsuara yang sah.

4)  pendokumentasian hasil RUPS:

a)  Sekrefaris Perusahaan melaksanakan pendokumentasian Risalah RUPS dalam
sefiap penyelenggaraan RUPS;

b) risalah RUPS harus ditandatangani Ketua Rapat dan Pemegang Saham;

¢)  penandatanganan Risalah RUPS tidak diperlukan apabila risalah tersebut dibuat
dengan Berita Acara Notaris;

d)  risalah RUPS didokumentasikan dan disimpan oleh SekretarisPerusahaan;
e)  Pemegang Saham berhak memperoleh Risalah RUPS atau salinannya;

5  RUPS sirkuler;
a)  Pemegang Saham dapat melaksanakan RUPS secara sirkuler;

b)  syarat dan ketentuan pelaksanaan RUPS sirkuler ditetapkan oleh Pemegang
Saham.

rapat Dewan Komisaris

1) Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh internal Dewan Komisaris
yang merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan kewajiban
pengawasan;

2)  rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali setiap triwulan;

3)  rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha
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)

6)

Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan
Komisaris;

rapat Dewan Komisaris dapat juga diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang periu oleh:

a)
b)
¢

Komisaris Utama;
113 (satu per tiga) anggota Dewan Komisaris atau lebih; atau

permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar
dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

penyiapan bahan rapat Dewan Komisaris:

a)

9)

h)

Sekretaris Dewan Komisaris mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan
dalam rapat Dewan Komisaris. Bahan-bahan tersebut berupadokumen atau laporan
manajemen Perusahaan yang diperoleh dariSekretaris ~ Perusahaan, antara
lain berupa Laporan Bulanan Perusahaan,Laporan Triwulanan Perusahaan,
Laporan Tahunan Perusahaan dan laporan-laporan lainnya yang diperlukan, serta
dokumen/laporan dari komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris;

Sekretaris Dewan Komisaris menyampaikan bahan-bahan tersebut kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris;

Dewan Komisaris mempelajari bahan-bahan tersebut dan memberikanarahan kepada
Sekretaris Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti;

jika arahan tersebut harus difindaklanjuti dengan rapat, Sekretaris Dewan Komisaris
segera menyusun agenda rapat sesuai arahan Dewan Komisaris;
Sekretaris Dewan Komisaris mengedarkan agenda rapat beserta bahan- bahan yang
akan dibahas dalam rapat kepada para anggota Dewan Komisaris untuk
mendapatkan masukan masukan atas agenda rapat tersebut;

anggota Dewan Komisaris menerima, membaca dan mempelajariagenda rapat
beserta bahan bahannya. Setelah selesai, agendatersebut dikirimkan kembali kepada
Sekretaris Dewan Komisaris beserta masukan- masukan dari anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan dan membubuhkan paraf sebagai tanda menyefujui agenda rapat
tersebut;

Sekretaris Dewan Komisaris membuat surat undangan rapat setelah menerima
semua masukan yang ada dari anggota Dewan Komisaris;

dalam surat undangan tersebut, Sekretaris Dewan Komisaris menyusun butir-butir
masalah yang akan dibicarakan dalam rapat;

undangan rapat Dewan Komisaris:

a)

b)

d)

panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama
atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan;

panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;

panggilan rapat Dewan Komisaris secara tertulis fidak disyaratkan apabila semua
anggota Dewan Komisaris sepakat untuk mengadakan rapat dengan agenda tertentu;
sefiap anggota Dewan Komisaris berhak mengusulkan agenda-agenda untuk rapat yang
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1)

§)

9)

10)

1)

12)

akan dilaksanakan;

Dewan Komisaris harus menetapkan tata tertib rapat Dewan Komisaris yang dibacakan dalam
sefiap rapat Dewan Komisaris;

pemimpin rapat Dewan Komisaris:

a)  Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama;

b)  dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang
anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, dan
apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan maka anggota Dewan
Komisaris yang tertua dalam jabatan memimpin rapat Dewan Komisaris. Dalam hal
anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam jabatan lebih dari 1 (satu) atau fidak
ada, maka pimpinan rapat Dewan Komisaris dipilih oleh dan dan antara mereka
yang hadir;

seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan

Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan
tersebut;

seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan
Komisaris lainnya;

rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan- keputusan yang
mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris;

prosedur pengambilan keputusan dalarn rapat Dewan Komisaris;

a)  rapat diawali dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan hasil rapat sebelumnya:

b)  semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris harus berdasarkan itikad baik,
pertimbangan rasional dan telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai

hal-hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan
serta dibuat secaraindependen oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris;

¢)  rapatdianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dinadiri
atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Dewan Komisaris;

d)  keputusan rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat,
apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara
terbanyak;

e)  dalam pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris, apabila suarayang setuju
dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan ditentukan oleh Komisaris
Utama;

f)  setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu)suara dan
ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yangdiwakilinya;

g)  suara yang tidak sah dianggap fidak ada dan fidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;

h)  suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat Dewan
Komisaris:

i) jika terdapat anggota Dewan Komisaris yang mempunyai pendapat yang berbeda
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13)

k)

terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam
risalah rapat sebagai bentuk dari dissenting opinion;

untuk menjaga independensi dan objekiivitas, sefiap anggota Dewan Komisaris
yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk fidak ikut serta dalam
pemberian suara untuk pengambilan keputusan. Haltersebut harus dicatat dalam
risalah rapat Dewan Komisaris;

Dewan Komisaris dapat juga mengambil kepufusan yang sah dan mengikat fanpa
mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan
Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud
dan seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul-usul
yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan
Komisaris.

Pembuatan risalah rapat Dewan Komisaris:

a)
b)

0)

d)

6)

9)

setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat;

risalah rapat dibuat oleh Sekretariat Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris dan memberikan salinannya kepada semua peserta rapat;

dalam hal rapat Dewan Komisaris tidak diikuti Sekretariat Dewan Komisaris atau

pejebat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, risalah rapat Dewan Komisaris dibuat

oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dari antara mereka yang
hadr,;

risalah rapat harus menggambarkan jalannya rapat.

Untuk itu risalah rapat harus mencantumkan sekurang- kurangnya:

1. acara, tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan;

2 daftar hadir;

3. halhal yang dibahas;

4, berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas
permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakan
pendapat;

5 proses pengambilan keputusan;

6. keputusan yang ditetapkan;

7. pendapat berbeda (dissenting opinion), jika ada,

risalah rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh anggota Dewan
Komisaris yang tidak hadir kepada anggota Dewan Komisaris lainnya (jika ada);
ketua rapat Dewan Komisaris dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir menandatangani risalah rapat asli;

setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan
Komisaris, terlepas apakah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan hadir
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atau tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris tersebt;

h)  risalah rapat dewan Komisaris harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat dilaksanakan;

i) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah
rapat tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam rapat
Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyampaikan persefujuan atau
keberatannya dan atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dafam
risalah rapat Dewan Komisaris kepada pimpinan rapat Dewan Komisaris tersebut;

) Jika keberatan dan atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan atau perbaikan
terhadap risalah rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan;

k) risalah rapat Dewan Komisaris asli diadministrasikan secara baik dan harus
disimpan sebagaimana layaknya dokumen Perusahaan oleh Sekretaris Dewan
Komisaris dan harus selalu tersedia bila diperlukan.

rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

1)
2)

3

4

5)
6)

rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi adalah rapat yang
diselenggarakan oleh Dewan Komisaris;

rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan minimal 1 (satu) kali setiap
triwulan.

undangan rapat:

a)  panggian rapat dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau anggota
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan kepada
anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5
(lima) hari sebelum rapat diadakan;

b)  panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

pemimpin rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri Direksi:

a)  rapat dipimpin oleh Komisaris Utama;

b)  dalam hal Komisaris Utama fidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang
anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, dan
apabifa Komisaris Utama fidak melakukan penunjukan maka anggota Dewan
Komisaris yang tertua dalam jabatan memimpin rapat Dewan Komisaris. Dalam hal

anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam jabatan lebih dari 1 (satu) atau tidak
ada, maka pimpinan rapat dipilih dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

rapat diawali dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan hasil rapatsebelumnya;
pembuatan risalah rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri Direksi:

a)  Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama
bersama Sekretaris Perusahaan dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama,
bertanggung jawab untuk membuat dan mengadministrasikan serta mendistribusikan
risalah rapat DewanKomisaris bersama Direksi;

b)  dalam hal rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi hanya dihadiri oleh

[
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anggota Dewan Komisaris dan Direksi, risalah rapat Dewan Komisaris dibuat oleh
salah seorang anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditunjuk masing-masing
dari mereka yang hadir.

¢)  risalah rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi harus ditandatangani
oleh Ketua rapat dan oleh Direktur Utama atau salah seorang Direktur yang ditunjuk
oleh dan dari antara mereka yang hadr.

d)  setiap anggota dewan Komisaris dan Direksi berhak menerima salinan risalah rapat
Dewan Komisaris tersebut meskipun yang bersangkutantidak hadir dalam rapat;

e)  risalah rapat Dewan Komisaris tersebut harus disampaikan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 7 (tujuh)hari setelah rapat dilaksanakan;

f)  perbaikan risalah rapat Dewan Komisaris dimungkinkan dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman;

g)  setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau yang diwakili serta Direksi yang
hadir harus menyampaikan keberatannya dan/atau usulperbaikannya (bila ada) atas
risalah tersebut;

h)  jika keberatan atau usul perbaikan atau keberatan dan usulan perbaikan tidak
diterima dalam jangka waktu tersebut, maka disimpulkan tidak ada keberatan
atau perbaikan atau keberatan dan perbaikan terhadap risalah rapat yang
bersangkutan;

i) risalah Rapat asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpan sebagaimana
layaknya dokumen Perusahaan oleh Sekretaris Perusahaan dan salinannya oleh
Sekretaris Dewan Komisaris. Risalah rapat tersebut harus selalu tersedia bila

diperlukan.
Rapat Direksi
1) segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi;
2)  rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh internal Direksi;
3)  rapat Direksi diadakan setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1
(satu) bulan.
4)  rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha
Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan Direksi.
5 rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh:
a)  seorang atau lebih anggota Direksi;
b)  permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;atau
¢)  permintaan tertulis seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham
terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
6)  panggilan atau undangan rapat Direksi:

a)  panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi dan
disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat
diadakan. Panggilan rapat Direksi dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan
atas instruksi atau pemberitahuan dari Direksi; \ (‘ t(\
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7

8)

9)
10)

1)

b)  panggilan rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
¢)  setiap anggota Direksi berhak untuk mengusulkan agenda-agenda bagi rapat yang
akan dilaksanakan;

d)  pemanggilan untuk rapat Direksi yang dilakukan sewakiu-waktu dibuat oleh pihak yang
meminta diadakannya rapat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sebelum rapat dilaksanakan dan ditujukan kepada semua anggota Direksi dan
Sekrefaris Perusahaan dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda
rapat,

pemimpin rapat Direksi:

a)  rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;

b)  dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang
anggota Direksi.

seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya
berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu;

seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya;

rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat,
apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya;

prosedur pengambilan keputusan dalam rapat Direksi:
a)  rapat diawali dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan hasil rapat sebelumnya;

b)  semua keputusan dalam rapat Direksi harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan
rasional dan telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai hal-hal yang
relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat
secara independen oleh masing- masing anggota Direksi;

¢)  keputusan rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak
tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak;

d)  setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1
(satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya;

8)  dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat fidak tercapai,
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila jumlah suara setuju atau
tidak sefujy sama, maka Pimpinan Rapat yang menentukannya dengan fetap
memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban;

f)  suarablangko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat Direksi;

g)  suara yang fidak sah dianggap tidak ada dan fidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;

h)  keputusan hasil rapat yang diambil diterima sebagai keputusan bersama (kolegial);

i) jka terdapat anggota Direksi yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap
keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah
rapat sebagai bentuk dari dissenting opinion;

j) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan

Fr)
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12)

Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi

telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan seluruh anggota
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul- usul yang bersangkutan dan semua
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persefujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian,
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat

Direksi:

Pembuatan Risalah Rapat Direksi:
a)  sefiap Rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat;

b)  Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama
danfatau Ketua rapat bertanggung jawab untuk membuat, mengadministrasikan
serta mendistribusikan risalah rapat Direksi;

¢)  dalam hal rapat Direksi tidak diikuti Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk

oleh Direktur Utama, risalah rapat Direksi dibuat oleh salah seorang anggota Direksi
yang ditunjuk dari antara mereka yanghadir;

d)  risalah rapat harus menggambarkan jalannya rapat;

Untuk itu risalah rapat harus mencantumkan sekurang-kurangnya:

1.

2
3.
4

1.

12.

acara, tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan;

daftar hadir,

permasalahan yang dibahas;

berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas
permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakan
pendapat;

proses pengambilan keputusan;

keputusan yang ditetapkan;

dissenting opinion, jka ada;

risalah rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khususoleh anggota
Direksi yang fidak hadir kepada anggota Direksi lainnya (jika ada);

risalah rapat ditandatangani oleh Ketua rapat Direksi dan salah seorang
anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir;
sefiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi,
terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir
dalam rapat Direksi tersebut;

risalah rapat Direksi harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat dilaksanakan;

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman
risalah rapat tersebut, sefiap anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili
dalam rapat Direksi yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan

atau keberatannya dan atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang
tercantum dalam risalah rapat Direksi kepada pimpinan rapat Direksi tersebut; x /3(
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13.  jika keberatan dan atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan
atau perbaikan terhadap risalah rapat Direksi yang bersangkutan.

k)  risalah asli dari sefiap rapat Direksi diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan
serta harus tersedia bila diperlukan.

[)  keputusan rapat Direksi yang harus ditindaklanjuti oleh jajaran manajemen
disampaikan kepada pejabat safu fingkat di  bawah Direksi paling lambat 7 (tujuh)
hari kalender setelah ditandatanganinya risalah rapat Direksi.

e.  Tatatertib Rapat Direksi :

a. Etika Rapat :
1. Datang tepat waktu;
2. Alat komunikasi dalam keadaan silent;
3. Menyiapkan buku catatan;
4. Mengikuti rapat hingga tuntas.

b. Tata penyusunan risalah rapat / Berita Acara rapat :
1. Memuat waktu dan tempat rapat;
2. Pemaparan;

3. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat baik yang mendukung maupun

yang tidak mendukung (dissenting opinion)
4, Keputusan/kesimpulan rapat.
5. Risalah rapat / Berita Acara rapat disahkan oleh Direksi.
¢. Pelaksanaan evaluasi ftindak lanjut rapat sebelumnya dibahas pada saat rapat
berikutnya berlangsung berisi progress pelaksanaan.
d. Pembahasan atau telaah atas usulan Direksi dapat dituangkan melalui RisalahRapat /
Berita Acara rapat atau Dokumen tertulis dari Direksi.

PENETAPAN KEBIJAKAN

Bersama Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi merupakan Organ-organ Utama dalam pelaksanaan tata
kelola Perusahaan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Komisaris berwenang untuk menetapkan kebijakan
sebagai alat untuk mengawasi Direksi dalam mengelola Perusahaan. Direksi berwenang pula untuk menetapkan
kebijakan-kebijakan sebagai alat untuk mengendalikan jalannya kegiatan Perusahaan. Untuk itu, diperlukan
kebijakan yang mengaturpenyusunan dan penetapan kebijakan Perusahaan.

1. Tujuan Kebijakan

Memastikan konsistensi dan sinkronnya seluruh kebijakan Perusahaan yang diterbitkan oleh Dewan Komisaris, Direksi

atau bersama-sama antara kedua organ tersebut.

2. Kebijakan Terkait

a.  Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Sadan Usaha Milik Negara;

b.  Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-02MBU/2010 juncto Per-06/MBU/2010tentang Tata Cara
Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN;

¢.  Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 Juncto Per-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, pasal 12 dan 19;

d.  Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-13/MBU/9/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset

1
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g.

Tetap Sadan Usaha Milik Negara;

Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-04/MBU/6/2015 tentang Perjalanan Dinas KeLuar Negeri Bagi
Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;

Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/08/2017 juncto Per-04/MBU/09/2017 tentang Pedoman

Kerja Sama BUMN;

Anggaran Dasar PT Pelindo Energi Logistik, pasal 11 dan 14.

3. Proses Tata Kelola
Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan penetapan kebijakan adalah:

Kebijakan Direksi

1) direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan. Kebijakan yang
ditetapkan Direksi antara lain mencakup:
a)  pelaksanaan proses-proses bisnis utama Perusahaan sebagaimanadiatur dalam
Anggaran Dasar.
b)  manajemen risiko, dengan cakupan:

1.

5.

implementasi seluruh tahapan dari manajemen risiko, yang mencakup
identifikasi risiko, pengukuran risiko, evaluasi risiko dan mitigasi risiko;
menjamin bahwa semua sumber daya Perusahaan dialokasikan dan
dimanfaatkan dengan efisien dan efekfif sesuai dengan tingkat paparan
risko yang akan dapat diambil (diterima) oleh Perusahaan;

meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders)
terhadap Perusahaan melalui meminimalisasi kemungkinan terjadinya
maupun besarnya akibat/konsekuensi yang dapat merugikan Perusahaan;
meningkatkan nilai Perusahaan dengan cara mengurangi potensi kerugian
(pengaruh negatif) dari akibat/konsekuensi risiko;

memiliki manajemen krisis yang lebih baik untuk mengurangi potensi
kerugian terhadap aset-aset dan bisnis Perusahaan.

¢) tata Kelola Teknologi Informasi, dengan cakupan:

1.

fungsi teknologi informasi menerapkan mekanisme penjaminan mutu untuk
memastikan bahwa perangkat-perangkat dan sistem yang digunakan dalam
teknologi informasi telah berada pada kualitas dan tingkat layanan yang
diharapkan;

memastikan pemanfaatan teknologi informasi telah diimplementasikan
secara aman dan optimal.

2)  Tata cara penerbitan, penggunaan format, penomoran dan penatausahaankebijakan Direksi
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Kebijakan Direksi yang
1) jenis kebijakan:

Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris

a)  mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;

b)  mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupakerja sama lisensi,

kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah
(Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOT), Bangun
Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka

waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
¢)  menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang,kecuali pinjaman
(utang-piutang) yang timbul karena fransaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan x



2)

d)
)

f

kepada para anak perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan
dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;

melepaskan akfiva tetap bergerak dengan umur ekonomisyang lazim berlaku dalam
industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

prosedur pengajuan kebijakan atau rencana Direksi tersebut di atas adalah sebagai
berikut:

a)

b)

direksi secara fertulis mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan
Komisaris;

dalam  pengajuan  permohonan  persetujuan  tersebut,  Direksi
sekurangnya melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek:
a.  rencana penggunaan pinjaman;
b.  persyaratan pinjaman dari pihak kreditur.
¢.  Plafon pinjaman.
d.  posisi pinjaman saat ini.
e.  rencana obyek jaminan yang akan diberikan.
2. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak fain:
a.  kajian kelayakan pelaksanaan kerja sama;
b.  kajian risiko atas rencana kerja sama.

3. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang:
a.  rencana penggunaan pemberian pinjaman;
b.  persyaratan pemberian pinjaman yang akan diberikan;

¢. plafon kredit

d.  posisi kredit saat ini;

e.  rencana obyek jaminan yang akan diberikan oleh pihakdebitur;
f, karakter dari debitur.

9.  Kapasitas dari debitur;

h. kondisi bisnis dari debitur.

4. menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaanbarang mati:

a.  rencana perlakuan atas piutang macet yang akan
dihapusbukukan;
b.  kajian kelayakan penghapusan persediaan barang mati.

5 melepaskan akliva tetap bergerak:

a.  kajian kelayakan pelepasan aktiva tetap bergerak;
b.  datalengkap perihal aktiva bergerak yang akan dilepaskan. \ ~
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d)

8)

)

h)

6. menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah
Direksi

a.  kajian atas rencana reorganisasi;

b.  analisis jabatan dan analisis beban kerja dari struktur organisasi
baru.

untuk kebijakan atau rencana Direksi yang mengandung potensi benturan
kepentingan, Direksi menyertakan pakta integritas yang ditandatangani Direksi;

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan persetujuan Direksi
diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan kepada Direksi
atas kebijakan atau rencana yang akan dilaksanakan Direksi;

jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan persetujuan Direksi diterima Dewan
Komisaris, dan Dewan Komisaris belum meminta penjelasan dari Direksi atas
kebijakan atau rencana Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris
untuk mengadakan rapat guna membahas kebijakan atau rencana Direksi tersebut:

Dewan Komisaris akan memberikan persefujuan atau penolakan selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan
dalam butir b) dan/atau c) di atas;

Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi apabila setelah 30
(tiga puluh) hari sejak Direksi menyerahkan permohonan persefujuan kepada
Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan;

Direksi merealisasikan kebijakan atau rencana yang telah mendapatkan persetujuan
Dewan Komisaris dimaksud.

a. Kebijakan Direksi Yang Harus Mendapat Persetujuan Dari RUPS Dan PersstujuanTersebut Diberikan
Setelah Mendapat Tanggapan Tertulis Dari Dewan Komisaris

1) jenis kebijakan:

a)
b)
¢

d)

e)

9)

mengagunkan akfiva tetap untuk penarkan  kredit jangka
menengah/panjang;

melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;

mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan
patungan;

melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran
anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

mengikat Perusahaan sebagai penjamin (avalist);

mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama
lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun
Guna Serah (Build Operate TransferBOT), Bangun Milik Serah (Build Own
Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerja sama
lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh RUPS
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2)

n)

0)

tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;

melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap, kecuali akiiva tetap bergerak dengan
umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sarnpai dengan 5
(lima) tahun;

menetapkan blue print organisasi Perusahaan;

menetapkan dan merubah logo Perusahaan;

melakukan findakan-findakan lain yang cukup memerlukan persetujuan tertulis Dewan
Komisaris yang belum ditetapkan dalam RKAP:;

membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan
langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan dan dapat berdampak bagi
Perusahaan;

pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan,
organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung
dengan Perusahaan;

pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan
Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan
kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan
RUPS.

Prosedur pengajuan kebijakan atau rencana Direksi tersebut di atas adalahsebagai berikut:

3
b)

Direksi secara terfulis meminta tanggapan kepada Dewan Komisaris;

dalam permintaan tanggapan kepada Dewan Komisaris, Direksi menyertakan hasil
kajian kelayakan, kajian rislko, dokumen pendukung serta dokumen lain yang relevan;
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¢)  untuk kebijakan atau rencana Direksi yang mengandung potensi benturan
kepentingan, Direksi menyertakan pakta integritas yangditandatangani Direksi;

d)  selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan Direksi diterima Dewan
Komisaris, Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran secara fertulis atau
meminta penjelasan kepada Direksi atas kebijakan atau rencana Direksi;

e)  jka setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan Direksi diterima Dewan
Komisaris, dan Dewan Komisaris belurn memberikan pendapat dan saran fertulis atau
meminta penjelasan kepada Direksi atas rencana Direksi, maka Direksi dapat
mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas
kebijakan atau rencana Direksi tersebut;

f) ~ Dewan Komisaris akan memberikan pendapat dan saran secara terfulis selarnbat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dielaskan
dalam butir b) dan/atau c) di atas;

9)  Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi untuk digjukan kepada RUPS,
setelah 30 (tiga puluh) hari sejak Direksi menyerahkan permohonan persefujuan
kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan atau
keputusan;

h)  Dieksi menindaklanjuti kebijakan atau rencana yang akan dilaksanakan dengan
meminta persetujuan RUPS,

b.  Kebijakan Dewan Komisaris
1) dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk
menetapkan kebijakan mengenai proses internal Dewan Komisaris yang mencakup:
a)  rencana kerja Dewan Komisaris;
b)  pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris;
¢) fatatertib rapat Dewan Komisaris;
d)  program-program peningkatan kapabilitas Dewan Komisaris;

e)  penggunaan tenaga atau tim ahli untuk hal tertentu yang dianggap perludalam jangka
waktu tertentu atas beban Perusahaan;

f)  evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara self assessment.

2)  kebijakan mengenai proses internal Dewan Komisaris ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan
Komisaris yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisaris;

3)  surat keputusan Dewan Komisaris mengenai kebijakan internal sebagaimana butir 1) di atas,
disampaikan kepada Pemegang Saham dan ditembuskan kepada Direksi;

4)  pembiayaan yang timbul dalam penyusunan dan penetapan kebijakan internal Dewan Komisaris,
di bebankan dalam anggaran Perusahaan dalam RKAP.

. Kebijakan Bersama Antara Dewan Komisaris Dan Direksi

1) untuk lebih mengefekifkan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, kedua
organ tersebut dapat bersama-sama menetapkan kebijakan- kebijakan mengenai tata A
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hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi;

2)  kebijakan bersama tersebut tidak boleh bertentangan dengan tata hubungan antara Dewan
Komisaris dan Direksi;

3)  inisiatif penyusunan kebijakan bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi dapat berasal dari
Dewan Komisaris maupun Direksi;

4)  kebijakan-kebijakan ini diterbitkan dalam bentuk kebijakan bersama Dewan Komisaris dan
Direksi;

9)  tata cara penerbitan kebijakan bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi diatur sebagai
berikut:

a)  dalam hal inisiaif penyusunan berasal dari Dewan Komisaris, maka Dewan
Komisaris menyampaikan surat kepada Direksi untuk bersama- sama menyusun
kebijakan bersama Dewan Komisaris dan Direksi;

b)  dalam hal inisiatif penyusunan berasal dari Direksi, maka Direksi menyampaikan
surat kepada Dewan Komisaris unfuk bersama-samamenyusun kebijakan mengenai
tata hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi;

¢)  Direksi dan Dewan Komisaris merumuskan konsep kebijakan bersama antara Dewan
Komisaris dan Direksi.

d) Kebijakan bersama yang telah selesai disusun, ditandatangani oleh Dewan
Komisaris dan Direksi;

e)  Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui konsep kebijakan bersama antara Dewan
Komisaris dan Direksi apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak Direksi
menyerahkan permohonan persetujuan konsepkebijakan bersama kepada Dewan
Komisaris dan Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan.

d.  Perencanaan dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Direksi

1) rencana perjalanan dinas ke luar negeri bagi Direksi diusulkan secara tertulis kepada Dewan
Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, dengan ketentuan:

a)  perjalanan dinas yang bersifat rutin atau sudah direncanakan dalam RKAP,
permohonan ijinnya disampaikan secara berkala dalam periode3 (tiga) bulanan;

b)  perjalanan dinas non rutin disampaikan permohonannya selambat- lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sebelum jadwal perjalanan dinas dimaksud.

2)  dalam rencana perjalanan dinas ke luar negeri, dijelaskan mengenai tujuan dan kepentingan
perjalanan dinas, keterkaitan dengan sasaran dan kebijakan perusahaan, lama perjalanan
dinas serta informasi lain yang relevan.

PELAPORAN

Pelaporan adalah cerminan dari prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari masing- masing Organ
Perusahaan yang penyusunan dan penyampaiannya harus sejalan dengan tugasdan kewenangan masing-masing.
Untuk Itu, diperfukan kebijakan yang mengatur proses penyampaian laporan di antara organ perusahaan. P
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Tujuan Kebijakan

Menjadi panduan dalam penyusunan dan penyampaian laporan- laporan yang menjaditanggung jawab Dewan
Komisaris dan Direksi.

Kebijakan Terkait

a.  Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 23;

b.  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, pasal 66, 67 dan 116;

¢.  Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 juncto Per-09/MBU2012 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, pasal 15 dan 22;

d.  Surat Stat Ahli Bidang Tata Kelola BUMN Kementerian BUMN No. S- 41/SAM1.MBU/2011
perihal Rencana Kerja dan Anggaran, Indikator Pencapaian Kinerja dan Laporan Triwulan Bagi
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;

e.  Anggaran Dasar PT Pelindo Energi Logistik, pasal 18 dan 19.

Proses Tata Kelola

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan pelaporan adalah:

a.

Pelaporan yang Disampaikan Direksi

Direksi mengembangkan sistem sistem informasi yang handal sehingga menghasilkan laporan yang
relevan, akurat, tepat waktu, dan mengedepankan prinsip akuntabilitas. Pelaporan yang disampaikan
Direksi mencakup:
1) laporan kinerja
a)  laporan kinerja disampaikan setiap triwulan;
b)  laporan kinerja memuat pelaksanaan RKAP, capaian kinerja, laporan keuangan,
implementasi manajemen risiko dan penggunaan teknologi informasi;

o) laporan untuk triwulan yang bersangkutan setelah ditandatangani oleh semua anggota
Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah berakhimya periode triwulan tersebut;

d)  dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan friwulanan, maka harus
disebutkan alasannya secara tertulis.

2)  Laporan Keuangan

a)  untuk Laporan Keuangan yang belum diaudit, disampaikan kepada Dewan
Komisaris selambat- lambatnya 1 (satu) bulan setelah akhir tahun buku:

b)  untuk Laporan Keuangan yang telah diaudit, disampaikan kepada Dewan Komisaris
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku,

3)  Laporan Tahunan

a)  Direksi menyiapkan rancangan Laporan Tahunan dan menyerahkan kepada
Dewan Komisaris;

b)  Dewan Komisaris mengevaluasi laporan tahunan yang disiapkan Direksi sebelum

disampaikan kepada RUPS; [\ \\.
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d)

9)

laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat:
1. uraian mengenai profil Perusahaan termasuk visi dan misiPerusahaan
2. laporan keuangan yang telah diaudit,

3. informasi mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang telah
dicapai, manajemen risiko dan pelaksanaan tanggung jawab sosial
Perusahaan;

4, kegiatan utama Perusahaan dan perubahannya selama tahun buku;

5. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
kegiatan Perusahaan termasuk kasus litigasi yang belum selesai;

6. uraian mengenai keanggotaan Direksi dan keanggotaan Dewan Komisaris
termasuk pegawaian Dewan Komisaris di luar Perusahaan;

1. gaji, tunjangan, fasilitas dan imbalan lain yang diterima dari Perusahaan oleh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

8. jumlah masing-masing rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta jumlah
kehadiran masing-masing anggota Dewan Dewan Komisaris dan Direksi;

9. hak-hal yang berhubungan dengan kegiatan Komite Dewan Komisaris,
Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Internal;

10.  sistem pem berian honorarium untuk Auditor Eksternal;

11, benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang
berlangsung;

12.  laporan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan ProgramKemitraan dan
Bina Lingkungan;

13, pelaksanaan praktik-praktik GCG.

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan untuk
kemudian diserahkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya
pada 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir;

dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani
laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan
tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan
tahunan;

dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak
menandatangani Japoran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan
tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui
isi laporan tahunan;

persetujuan untuk laporan tahunan fermasuk pengesahan laporan keuangan
dilaksanakan oleh Pemegang Saham dalam RUPS selambat- lambatnya 6 (enam)
bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. \ ~
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b.  Pelaporan yang Disampaikan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan friwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian
Kinerja Dewan Komisaris kepada para Pemegang Saham.

1) Komisaris Utama menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan sebelum disampaikan
kepada Pemegang Saham;

2)  seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani Laporan Manajemen Tahunan Sebelum
disampaikan ke Pemegang Saham:

3)  setiap tahun Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kepada RUPSTahunan perihal
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat:

4)  apabila Pemegang Saham dapat menerima laporan pertanggungjawaban yang disampaikan
Dewan Komisaris, RUPS memberikan persetujuan laporan tugas tugas pengawasan Dewan
Komisaris;

§)  Dewan Komisaris wajb pula melaporkan kepada Pemegang Saham dengan segera tentang
terjadinya gejala menurunnya kinerja Perusahaan secara signifikan.

PENILAIAN KINERJA

Sejalan dengan prinsip akuntabilitas, maka kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dinilai setiap tahun. Dalam RUPS,
Pemegang Saham menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mengatur
mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi fersebut

1. Tujuan Kebijakan

Memberikan panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan penilaian kinerja Dewan
Komisaris dan Direksi.

2. Kebijakan Terkait

a)  Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian TingkatKesehatan BUMN:

b)  Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 juncto Per-09/MBU/2012tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, pasal 15 dan 19:

c)  Anggaran Dasar PT Pelindo Energi Logistik, pasal 21.

3 Proses Tata Kelola

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan penilaian kinerja adalah:
a  Kebijakan Umum

1) pengelolaan kinerja adalah suatu upaya untuk menciptakan pemahaman bersama tentang
sasaran kerja yang harus dicapai, upaya untuk mencapainya dan aturan-aturan terkait dalam
proses pelaksanaannya;

2)  perencanaan kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi proses penentuan sasaran
dan target yang telah disepakati bersama dengan Pemegang Saham;

3)  setiap tahun Dewan Komisaris dan Direksi wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya
kepada Pemegang Saham;

4)  vpenilaian kinerja atas Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kewenangan Pemegang \ A

Saham; r ‘)5(8
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5)  waktu dan periode penilaian ditentukan oleh Pemegang Saham.

b.  Sistem Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

1) Pemegang Saham menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolegial dan masing-masing
anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme RUPS;

2)  ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan
dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris menggunakan Indikator Kinerja Dewan
Komisaris.
¢.  Sistem Penilaian Kinerja dan Direksi

1) Pemegang Saham menilai kinerja Direksi secara keseluruhan dan masing- masing anggota
Direksi melalui mekanisme RUPS;

2)  hasil penilaian kinerja Direksi menjadi dasar perhitungan remunerasi Direksi;
3)  remunerasi Direksi harus dapat memotivasi Direksi untuk mencapai pertumbuhan jangka
panjang dan kesuksesan Perusahaan dalam kerangkakerja yang terkontrol.

HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PATUNGAN (SUBSIDIARY GOVERNANCE)

Anak Perusahan dan Perusahaan Pafungan merupakan badan hukum terpisah yang memiliki Organ Perseroan
tersendiri. Mekanisme yang berfaku di antara Perusahaan dengan Anak Perusahan dan Perusahaan Patungan
harus dilakukan melalui mekanisme korporasi yang sehat.

1. Tujuan Kebijakan

Memberikan panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan Anak Perusahaan dan
Perusahaan Patungan.

2. Kebijakan Terkait

a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 31 dan 32;
b.  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 98 dan108;

¢.  Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;

d.  Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 juncto Per-09MBU/2012 fentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, pasal 12
dan 19;

e.  Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak PerusahaanBUMN;

f. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-13/MBU/S/2014 tentang PedomanPendayagunaan Aset
Tetap Badan Usaha Milik Negara;

g.  Anggaran Dasar PT Pelindo Energi Logistik, pasal 11 dan 14,

3, Proses Tata Kelola

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan Anak Perusahaan dan PerusahaanPatungan adalah:}\ ‘\/Q
a.  Prinsip Umum r‘
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2)

Dewan Komisaris dan Direksi menghormati tanggung jawab, tugas dan kewenangan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan;

mekanisme pengawasan dan interaksi yang melibatkan organ-organ Perusahaan serta Anak
Perusahaan dan Perusahaan Patungan dilandasi oleh mekanisme dan prinsip GCG.

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan dan Perusahaan Patungan

1)

2)

)

4)

)

6)

7)

persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan diaturdalam masing-masing Anggaran Dasar
Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan yang bersangkutan;

pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan
Perusahaan Patungan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG;

pemilihan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris AnakPerusahaan dan
Perusahaan Patungan dilaksanakan dengan prosedur:

a)  Direksi membentuk Tim Evaluasi yang diketuai oleh Direktur Keuangan, SDM dan
Umum;

b)  anggota Tim Evaluasi fidak diperkenankan untuk dicalonkan sebagai calon anggota
Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;

¢)  tugas Tim Evaluasi mencakup:

1. menunjuk tenaga ahli atau Lembaga Profesional untuk melakukan penilaian,
jika diperlukan;

2. melakukan penjaringan dan penilaian terhadap calon Direksi dan calon anggota
Dewan Komisaris;

3. menetapkan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direksi
guna mendapatkan penetapan;

4. menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi guna
disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang
Saham,

proses evaluasi untuk pemilihan calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan atau
Perusahaan Patungan tidak berlaku dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dimaksud
berasal dari Direksi;

Direksi meminta tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris mengenai usulan calon anggota
Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan
terpilih dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak Dewan Komisaris
menerima surat permintaan tanggapan yang disampaikan Direksi;

usulan calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan atau
Perusahaan Patungan kemudian disampaikan Direksi kepada Pemegang Saham untuk
mendapatkan persetujuan;

Direksi menetapkan calon terpilih sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris A_
Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan; r. \\



8)  pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan
Perusahaan Patungan dilaksanakan dalam RUPS Anak Perusahaan atau Perusahaan
Patungan yang bersangkutan;

9)  pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan atau Perusahaan
Patungan sepenuhnya merupakan kewenangan Direksi melalui RUPS Anak Perusahaan
atau Perusahaan Patungan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan,

Transaksi Dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan

Transaksi bisnis dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan dilakukan dengan kriteria

sebagai berikut:

1) transaksi bisnis dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan dilakukan atas dasar
arm's lenghth relationship sebagaimana layaknyatransaksi bisnis dengan pihak yang fidak
terafiliasi;

2)  pada prinsipnya Perusahaan memperlakukan setara terhadap Anak Perusahaan dan
Perusahaan Patungan. Namun demikian, sepanjang fidak bertentangan dengan peraturan
perundangan maka Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan akan mendapatkan
prioritas sebagai mitra usaha, pemasok maupun mitra kerja bagi Perusahaan;

3)  perlakuan istimewa hanya akan diberikan dengan kondisi dan batas waktu tertentu
sepanjang sesuai dengan kepentingan Perusahaan dalam koridor yang sesuai dengan
Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku;

4)  apabila terdapat benturan kepentingan antara Perusahaan dengan Anak Perusahan dan
Perusahaan Patungan, maka kepentingan Perusahaan harus didahulukan.

Pengawasan Oleh Direksi

1) mekanisme pengawasan terhadap Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan dilakukan
Direksi dengan:

a)  penempatan wakil Perusahaan sebagai Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;

b)  Direktur baik sendiri-sendiri maupun kolegial harus mampu memisahkan fungsi dan
peranan jabatannya sebagai Direksi Perusahaan dan kuasa Pemegang Saham
danfatau anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahan dan Perusahaan
Patungan;

¢)  menunjuk pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, sebagai pejabat yang
melaksanakan pembinaan, pengolahan pelaporan dan penilaian kinerja Anak
Perusahaan dan Perusahaan Patungan.

2)  pelaksanaan RUPS Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan:

a)  mewakili Perusahaan dalam RUPS Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan adalah
suatu peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada Direksi sebagai Pemegang
Saham Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan; P

b)  fungsi tersebut melekat di Direksi karena Direksi berdasarkan pelimpahan wewenang X‘X
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dari Pemegang Saham Perusahaan sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar
Perusahaan merupakan satu-satunya pihak yang berhak mewakili Perusahaan baik di
dalam maupun di luar pengadilan;

¢)  Direksi dapat melimpahkan kewenangan kepada salah seorang anggota Direksi untuk
mewakili Perusahaan sebagai Kuasa Pemegang Saham pada RUPS Anak Perusahaan
dan Perusahaan Patungan, dengan prosedur:

1. Direksi mengadakan rapat Direksi untuk membahas rencanalusulan
keputusan-keputusan yang akan dibawa dalamRUPS Anak Perusahaan
dan Perusahaan Patungan.Rencanalusulan dimaksud antara lain:

a.  pengesahan laporan keuangan Anak Perusahaan dan
Perusahaan Patungan;

b.  pembagian dividen/laba Anak  Perusahaan dan
Perusahaan Patungan;

¢.  kebijakan-kebijakan strategis yang tertuang dalam RJPP dan RKAP
Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan;

d.  penunjukan/pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Anak
Perusahaan dan Perusahaan Patungan;

e.  penunjukan Kantor Akuntan Publik.

2. Direksi menunjuk salah seorang anggota Direksi selaku KuasaPemegang
Saham dalam RUPS Anak Perusahaan danPerusahaan Patungan;

3. anggota Direksi yang mewakili Direksi dalam RUPS Anak Perusahaan dan
Perusahaan Patungan menyampaikan hasil keputusan RUPS Anak
Perusahaan dan Perusahaan Patungankepada Direksi.

d)  Dalam RUPS Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan, Direksi memiliki
wewenang untuk dapat meminta laporan mengenai pengelolaan dan
pengawasan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan

e.  Pengawasan Oleh Dewan Komisaris

1)

2)

mekanisme pengawasan terhadap Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan dilakukan
Dewan Komisaris Pada prinsipnya dilaksanakan dengan:

a)  penelaahan dan pengkajian pelaporan Anak Perusahaan dan Perusahaan
Patungan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari laporan
Perusahaan yang disampaikan Direksi;

b)  permintaan keterangan terutama kepada Direkiur yang menjabat sebagai anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan serta Direktur Keuangan,
SDM dan Umum dalam rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi, perihal kinerja
dan proses bisnis Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.

interaksi Dewan Komisaris dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan
dilaksanakan dengan:

a)  permintaan keterangan dari Dewan Komisaris atau Direksi Anak Perusahaan dan X/C
s
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b)

Pelaporan

Perusahaan Patungan:

!

Dewan Komisaris mengundang secara tertulis kepada Dewan Komisaris
dan/atau Direksi Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan perihal
rencana permintaan keterangan yang akan dilaksanakan;

surat undangan disampaikan melalui anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan atau Perusahaan Patungan yang berasal dari unsur Perusahaan.
Bila tidak ada  anggofa  Dewan Komisaris Anak Perusahaan afau
Perusahaan Patungan yang berasal dari unsur Perusahaan, maka surat
undangan disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris atau Direksi
Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan;

surat undangan ditembuskan kepada Direksi;

permintaan informasi dapat melalui media tanya jawab atau diskusi maupun
pemaparan dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi Anak Perusahaan dan
Perusahaan Patungan;

hasil permintaan keterangan dikomunikasikan oleh Dewan Komisaris

kepada Direksi.

Kunjungan ke lokasi atau unt kerja Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan:

1.

Dewan Komisaris memberitahukan secara tertulis kepada Direksi Anak
Perusahaan atau Perusahaan Patungan perihal rencana kunjungan yang
akan dilaksanakan;

surat pemberitahuan disampaikan melalui anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan atau Perusahaan Patungan yang berasal dari unsur
Perusahaan. Bila tidak ada anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
atau Perusahaan Patungan yang berasal dari unsur Perusahaan, maka
surat pemberitahuan disampaikan langsung kepada Direksi Anak
Perusahaan atau Perusahaan Patungan;

pemberitahuan ditembuskan kepada Direksi;
hasil kunjungan dikomunikasikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.

1) Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan adalah
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perusahaan;

2)  Perlakuan akuntansi atas Laporan Keuangan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan
terhadap Laporan Keuangan Perusahaan, mengikutiketentuan yang diatur dalam Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). \ r 7'7\'(
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BABV
PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

KEBIJAKAN UMUM

1.

Pengelolaan hubungan dengan stakeholders didasarkan prinsip- prinsip GCG, yaitu transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness;

Pengelolaan hubungan dengan stakeholders diarahkan pada kepentingan bisnis Perusahaan dengan
memperhatikan tanggung jawab soslal perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan serta
memperhatikan skala prioritas dan saling menghargai (mutual respect) sehingga tercapai keseimbangan dan
keharmonisan antara:

a. dimensi bisnis yang berorientasi pada penciptaan nilai (value creation) dan kepuasan pelanggan.

b.  dimensi sosial yang menyangkut aspek efika usaha dan tanggung jawab sosia! perusahaan, kondisi
kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan pegawai dan aspek sosial kemasyarakatan.

¢.  dimensi lingkungan yang mengarahkan perusahaan untuk memperhatikan aspek kelestarian dan
keseimbangan lingkungan hidup di sekitar unit operasiflapangan usaha.

Hak stakeholders dapat timbul secara hukum karena pemberlakuan peraturan perundang- undangan,
perjanjian/kontrak, atau karena nilai efika/moral dan tanggung jawab sosial Perusahaan yang tidak
bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

Hak-hak stakeholders dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain melalui pemberian
informasi yang relevan dan penting secara transparan, akurat dan tepat waktu dan melalui mekanisme
komunikasi yang sehat dan berefika;

Perusahaan menciptakan kondisi yang memungkinkan stakeholders berpartisipasi dalam mentaati peraturan
perundang- undangan yang berlaku;

Perusahaan mempunyai mekanisme unfuk menampung dan menindaklanjui saran dan keluhan dari
stakeholders;

Sekretaris Perusahaan mempunyai peranan penting dalam memperlancar hubungan antara Perusahaan
dengan stakeholders. Unfuk lingkup kantor cabang peran penghubung dilaksanakan oleh Pejabat
Humas Kantor Cabang atau pejabat Jain yang ditunjuk berdasarkan kebijakan Perusahaan yang berlaku.

KOMITMEN PERUSAHAAN KEPADA STAKEHOLDERS

1.

Pemerintah Pusat dan Daerah

Sebagai bagian dari aset Negara, Perusahaan akan mentaafi peraturan dan mendukungprogram kegiatan
yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pegawai

Perusahaan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia berdasarkan prinsip- prinsip keterbukaan,
adil dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku, asal usuljenis kelamin, agama dan asal kelahiran

serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja pegawai. \ r \<—
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Perusahaan juga mengakui hak pegawai untuk berserikat sesuai dengan ketentuan perundangan yang
berlaku.

Perusahaan akan selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menerapkan
Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi. Oleh karena itu pengembangan dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia dalam Perusahaan merupakan hal yang penting.

Pelanggan atau Pengguna Jasa

Perusahaan menyadari bahwa kepuasan pelanggan atau pengguna jasa merupakan salah satu tolok ukur
keberhasilan kinerja Perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan akan selalu memberikan pelayanan dengan
kualitas terbaik.

Perusahaan akan selalu berusaha melakukan pemantauan melalui manajemen mutu sehingga didapatkan
produk akhir jasa layanan yang memiliki kualitas terbaik.

Penyedia Barang dan Jasa

Perusahaan menerapkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain dengan
menjunjung prinsip keterbukaan, kompetitf, fair, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Perusahaan mematuhi efika bisnis dalam proses pengadaan barang dan jasa antara laindengan:

a.  melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan tertib dan disertai tanggung jawab;

b.  bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen
pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan informasi;

¢.  Perusahaan akan bertindak adil dengan memberikan kesempatan sama pada seluruh rekanan yang
memiliki kualfikasi sama tanpa diskriminasi. Sebagai good corporate citizen, Perusahaan berkomitmen
untuk membina rekanan baru untuk berkembang secara bertahap melalui proses kualifikasi yang
ditentukan Perusahaan;

d. Perusahaan menjamin hak-hak sefiap penyedia barang dan jasa sesuai dengan perjanjian
pengadaan barang atau jasa.

Kreditur

Perusahaan menjamin dan mengutamakan hak-hak seluruh kreditur sesuai dengan perjanjian pemberian
fasilitas pinjaman. Hak-hak kreditur yang dijamin oleh Perusahaan mencakup jumlah hak dan wakiu
pembayaran.

Masyarakat

Perusahaan sangat menyadari penfingnya hubungan yang harmonis dengan masyarakatsekitar, sehingga
Perusahaan berkomitmen untuk berperan dalam pengembangan masyarakat melalui program kemitraan
dan bina lingkungan.

Perusahaan dalam menjalankan proses bisnis akan menerapkan prinsip:

a.  beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat;

b.  berpartisipasi aklif dalam membantu pengembangan potensi masyarakat sebagai rasa tanggung

jawab sosial Perusahaan; \ r /- \
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¢.  Perusahaan mewujudkan kepedulian sosial dan memberikan kontribusi bagi pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar pusat kegiatanoperasi dan penunjangnya.

Lingkungan Hidup

Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan lingkungan yang optimal merupakan tanggung jawab sosial
terhadap perlindungan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu Perusahaan menjalankan operasionalnya
dengan mematuhi hukum serta kebijakan dan standar manajemen lingkungan yang berlaku.

Perusahaan akan selalu mengevaluasi kebijakan internal Perusahaan terkait dengan pengelolaan
lingkungan. Perusahaan melakukan sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan antara lain dengan
identifikasi, pengendalian dan meminimalkan penggunaan bahan-bahan yang memberikan dampak negatif
pada lingkungan.

BAB VI
PENUTUP

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1,

Code of CG digunakan sebagai acuan utama dalam tata kelola perusahaan oleh DewanKomisaris, Direksi
dan Organ-organ Pendukung lainnya;

2. FEtika usaha dan tata perilaku yang mengatur hubungan Perusahaan dengan stakeholders serta tata perilaku
insan Perusahaan diatur di dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct);

3. Laporan pemantauan efektivitas penerapan GCG disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan
Pemegang Saham;

4 Code of CG akan ditelash dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan
perundangan, kebutuhan Perusahaan serta perubahan lingkungan usaha;

5. Permintaan perubahan Code of CG dapat dilakukan oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau
Direksi;

6. Setiap perubahan atas Code of CG akan diberlakukan sefelah mendapatkan pengesahan dari Organ-organ
Utama Perusahaan;

7. Bilamana terdapat perubahan peraturan dari Pemerintah setelah Code of CG ini ditetapkan, maka ketentuan dan
proses tata kelola dalam Code of CG ini akan tunduk pada peraturan Pemerintah yang terbaru.

PENUTUP

Demikian Code of CG ini dibuat dan ditetapkan untuk digunakan dan dilaksanakan sebagai pedoman kerja dan
dinyatakan berlaku efek{f sejak ditetapkan bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Hal-hal yang belumn diatur dalam pedoman ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
b A £
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